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ABSTRAK 

Nama : Almu’iza 

NIM : 160104047 

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam 

Judul : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan 

Perkara Pidana Pelaku Yang Menjadi 

Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Analisis 

Putusan Hakim Nomor 154/Pid.sus/2019//PN 

Bna) 

Tanggal Sidang : 24 Juli 2023 

Tebal skripsi : 63 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Jamhir,S.Ag,M.Ag 

Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H. 

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Pertimbangan Hakim,    

Pelaku Perantara Jual Beli Narkoba 

 

Kasus peredaran narkotika saat ini banyak ditemukan termasuk kasus yang 

menyangkut peredaran. Oleh karena itu, hakim harus betul-betul cermat dalam 

memutuskan perkara peredaran narkotika tersebut. Penelitian ini bertujuan : 

pertama, mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku yang 

menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. 

Sus/2019/PN Bna, kedua, mengetahu pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli 

Narkotika. Ketiga, perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual 

beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang 

mengkaji tentang Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/ PN Bna dan 

literatur terkait. Penedekatan dalam penelitian ini pendekatan undang-undang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Hasil 

penelitian diketahui bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pada 

putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna berupa penjara selama 6 

tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

pidana yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan Nomor 

154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah adanya unsur melawan hukum, pelakunya 

sudah jelas, adanya barang bukti dan keterangan saksi, Sanksi Pidana yang 

diputuskan hakim pada perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli 

narkotika sudah sesuai dengan hukum Islam, karena masuk keranah sanksi 

uqubat berupa hukuman penjara dan juga termasuk dalam ketegori diyat dan 

kafarat. 
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Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 



 

 

viii 

 

semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat 

ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal’alamin. 

 

                                                                                   Banda Aceh, 24 Juli 2023 

Penulis, 

 

       Almu’iza 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ix 

 

TRANSLITERASI 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan 

kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 16

t dengan titik 

di bawahnya 

 b ب  2
 

 ẓ ظ 17
z dengan titik 

di bawahnya 

 t ت  3
 

 ‘ ع 18
 

 ś ث  4
s dengan titik 

di atasnya 
 gh غ 19

 

 j ج 5
 

 f ف 20
 

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 21

 

 kh خ 7
 

 k ك 22
 

 d د 8
 

 l ل 23
 

 ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 24

 

 r ر 10
 

 n ن 25
 

 z ز 11
 

 w و 26
 

 s س 12
 

 h ه 27
 

 sy ش 13
 

 ’ ء 28
 

 ş ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
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2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula =                                  هول ,kaifa =كيف

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alifatau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah danwau Ū و  

 

Contoh: 

 qāla =ق ال  

م ي  ramā =ر 
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 qīla =ق يْل   

 yaqūlu =ي قوْل  

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h. 

Contoh: 

َطافَالارَواضََ ةَ الْا  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

 /al-Madīnah al-Munawwarah: الام نَ وَّرةَاالامَدِي انَةَ  

 al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah : طلَاحَةاَ 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang 

mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap 

masyarakat sekitar secara sosial, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas 

terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan 

Negara.1 Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika tidak hanya 

dijatuhkan hukuman kepada pemakai, melainkan juga kepada pihak yang 

melakukan peredaran narkotika tersebut. Mengenai peredaran Narkotika diatur 

dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap 

kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik 

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Teirtangkapnya para peireidar narkoitika teirse ibut teintu dise ileisaikan pada ranah 

hukum yang meilibatkan pihak peineigak hukum, teirmasuk para hakim yang ada di 

pe ingadilan teimpat kasus teirse ibut ditangani. Salah satunya dipeirlukan campur 

tangan institusi khusus yang meimbeirikan pe inyeile isaian imparsial (tidak meimihak), 

pe inyeile isaian itu teintunya harus didasarkan keipada patoikan-patoikan yang beirlaku 

se icara oibjeiktif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oileih suatu le imbaga yang diseibut 

de ingan leimbaga peiradilan, yang beirwe inang untuk meilakukan peime iriksaan, 

pe inilaian dan meimbeirikan keiputusan teirhadap koinflik. Weiwe inang yang 

 
1 Ghitta Agrivinha, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika oleh 

Oknum TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 

Skripsi (Bandung: Universitas Padjajaran 2018), hlm. 6. Diakses melalui https://repository. 

unpad.ac.id/ frontdoor/index/index/year/2020/docld/1332.  Pada tanggal 28 September 2021. 
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se ide imikian itulah yang diseibut deingan “Ke ikuasaan Keihakiman” yang di dalam 

praktiknya dilaksanakan oileih hakim. 

Ke ikuasaan keihakiman teirse ibut diatur dalam Undang-Undang Noimoir 48 

Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman yang meinyatakan bahwa “Keikuasaan 

ke ihakiman adalah keikuasaan neigara yang meirdeika untuk meinyeile inggarakan 

pe iradilan guna meineigakkan ke iadilan beirdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Ne igara Reipublik Indoine isia tahun 1945, de imi teirse ileinggaranya neigara 

hukum Reipublik Indoine isia”.2 Se ioirang hakim yang meingikuti eitika akan seilalu 

meime igang teiguh prinsip keiadilan. Adil di sini beirmakna bahwa hakim harus dapat 

meine impatkan seisuatu itu pada teimpatnya dan harus bisa meimbeirikan haknya 

ke ipada yang beirhak. Artinya di dalam meimbe irikan peirtimbangan dalam 

meimutuskan suatu putusan di peingadilan se ioirang hakim harus bisa meinjaga 

ke iadilan, keise itaraan dan tidak meimbe idabe idakan dari para pihak yang beirpe irkara.3 

Adanya weiwe inang hakim dalam meingadili dan meimutuskan seibuah 

pe irkara pidana beirlaku untuk seiluruh lingkup peingadilan neigeiri teirmasuk 

Pe ingadilan Neigeiri Banda Aceih yang me irupakan seibuah le imbaga peiradilan yang 

be irfungsi untuk meinye ileisaikan peirkara yang diajukan keipadanya baik dalam hal 

pe irdata maupun pidana. Salah satunya adalah kasus pe irantara jual beili narkoitika 

yang teirtuang dalam putusan hakim noimoir 154/Pid.Sus/2019/PN Bna. 

Kasus pe irkara pidana peinge idaran narkoitika ini teirjadi tahun 2019 deingan 

teirdakwa Muntasya Alias Angga Bin Tamrin meimbuat Muntasya Alias Angga Bin 

Tamrin harus ditahan dan meinjalani proise is pe irsidangan kareina dituduh meilanggar 

Pasal 114 ayat (2) joi Pasal132 ayat (1) Undang-Undang Republik Noimoir 35 tahun 

2009 Tentang Narkotika. 

 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
3  Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan 

Hak Asuh Anak”, Jurnal Keadilan Hukum, Volume 30 Nomor 2 (2015), hlm. 354. doi.org/ 

10.20473/ydk.v30i2.4653. 

https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653
https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653
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Pada putusan ini pihak hakim Peingadilan Neige iri Banda Ace ih teilah 

meinjatuhi hukum beirupa pidana peinjara se ilama 6 (einam) tahun dan meimbayar 

uang tunai se ibanyak Rp. 1.000.000.000. Pe imbe irian sanksi pidana ini seiteilah 

dibuktikan dalam peirsidangan bahwa Muntasya Alias Angga Bin Tamrin teilah 

teirbukti seicara sah dan meinyakinkan beirsalah meilakukan tindak pidana peirbuatan 

tanpa hak atau meilawan hukum meinjadi peirantara dalam jual beili Narkoitika 

Goiloingan I dalam beintuk bukan tanaman. Hal ini dibuktikan deingan teimuan barang 

bukti beirupa 1 (satu) bungkusan plastik warna beining yang di duga narkoitika jeinis 

sabu, 1 (satu) plastik kling warna kuning e imas di dalamnya teirdapat 1 (satu) tutup 

boitoil warna biru, 2 (dua) pipeit plastik dan 1 (satu) kaca pireix, 1 (satu) unit 

Handphoine i meirk Xioimi warna putih. dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) koitak 

pe irmein meirk XYLITOiL yang didalamnya teirdapat 7 (tujuh) bungkusan yang 

diduga Narkoitika jeinis sabu dan beirbagai jeinis alat bukti lainnya.4 

Narkoiitika teiirmasuk kateiigoiiri zat yang meiimabukkan, seiihingga dinyatakan 

haram. Hukum Islam cukup teiigas teiirhadap hal-hal yang sifatnya meiimabukkan 

se iipe iirti beiirbagai minuman keiiras dan narko iitika.5 Majeiilis Ulama Indoiine iisia (MUI) 

juga teiilah meiineiitapkan fatwa haram teiirhadap peiireiidaran dan peiinyalahgunaan 

narkoiitika. MUI meiine iitapkan narkoiitik haram, kareiina tak se iisuai deiingan ajaran 

agama. Para ulama fikih pun be iirpeiindapat, meiinyalahgunakan al-mukhaddirat (oiibat 

bius) hukumnya haram. Oiileiih kare iina itu, pe iimbeiirian putusan teiirhadap kasus pidana 

pe iireiidaran narkoiitika oiileiih pihak hakim di pe iingadilan juga tidak boiile iih meiinyalahi apa 

yang sudah di atur dalam Islam, teiimasuk pada kasus peiireiidaraan narkoiitika yang 

diputuskan meiilalui Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/2019/PN Bna. 

Be iirdasarkan latar beiilakang di atas, maka peiinulis teiirtarik meiilakukan 

pe iineiilitian deiingan judul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku Yang 

 
4 Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna 
5 Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras, (Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 74. 
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Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Hakim 

Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Be iirdasarkan latar beiilakang peiirmasalahan di atas, maka dapat dirumuskan   

pe iirmasalahan seiibagai beiirikut: 

1. Bagaimana sanksi pidana teiirhadap tindak pidana peiilaku yang meiinjadi 

pe iirantara jual beiili Narkoiitika pada Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. 

Sus/2019/PN Bna? 

2. Apa saja yang meiinjadi peiirtimbangan hakim dalam meiimutuskan peiirkara 

pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika pada Putusan 

Hakim No iimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna? 

3. Bagaimana peiirspe iiktif hukum pidana Islam teiirhadap sanksi pidana yang 

diputuskan hakim teiirhadap peiirkara pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara 

jual beiili Narkoiitika dalam Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/2019/PN 

Bna? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Se iisuai deiingan rumusan masalah di atas, maka yang meiinjadi tujuan 

pe iineiilitian ini ialah: 

1. Untuk meiingeiitahui sanksi pidana teiirhadap tindak pidana peiilaku yang 

meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika pada Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. 

Sus/2019/PN Bna. 

2. Untuk me iingeiitahui peiirtimbangan hakim dalam meiimutuskan peiirkara pidana 

pe iilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika pada Putusan Hakim 

Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna. 

3. Untuk meiinge iitahui peiirspe iiktif hukum pidana Islam teiirhadap sanksi pidana 

yang diputuskan hakim teiirhadap peiirkara pidana peiilaku yang meiinjadi 
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pe iirantara jual beiili Narkoiitika dalam Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. 

Sus/2019/PN Bna. 

D. Kajian Pustaka 
 

Agar meiinghindari keiisamaan deiingan kajian-kajian yang teiilah peiirnah 

dilakukan seiibe iilumnya teiirkait deiingan sanksi pidana peiime iiliharaan heiiwan te iirnak 

yang beiirke iiliaran di jalan. Dari peiinulusuran bahan-bahan pustaka yang peiinulis 

lakukan, beiilum di teiimukan judul ataupun kajian yang meiimbahas teiintang tinjauan 

hukum Islam peiirtanggungjawaban peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili 

Narkoiitika, di antara kajian-kajian reiileiivan teiirse iibut ialah: 

Pe iine iilitian peiirtama ditulis oiile iih Jo iini Sastrawan Sinuraya deiingan judul 

“Peiirtanggungjawaban Pidana Peiirantara dalam Jual Beiili Narkoiitika (Studi 

Putusan Noiimoiir 18/Pid.B/2012/PN.BT)”. Dari hasil peiine iilitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang dibeiirikan oiileiih Hakim di Peiingadilan 

Ne iige iiri Bukit Tinggi Noiimoiir.118/Pid.B/2012/PN.BT Ke iipada teiirdakwa Abdullah 

dasar meiinjatuhkan hukuman peiirtanggungjawaban pidana deiingan Pasal 114 ayat (1) 

atau 112 ayat (2) undang-undang Noii 35 tahun 2009 teiintang Narkoiitika dan 

ke iiteiintuan Pe iirundang-undangan lain yang be iirsangkutan teiilah teiipat teiirhadap 

teiirdakwa kareiina dijatuhi hukuman peiinjara paling lama 5 (lima) tahun dan deiinda 

paling banyak Rp.800.000.000,- (deiilapan ratus juta rupiah).6 

Pe iine iilitian keiidua ditulis oiileiih Zainab Oiimpu Jainah deiingan judul “Analisis 

Peiirtanggungjawaban Pidana Teiirhadap Pe iirantara Jual Beiili Narkoiitika Goiiloiingan I 

(Studi Peiirkara Noiimoiir 1066/PID/B/2012/PN.TK)”. Peiirtanggung-jawaban pidana 

teiirhadap peiilaku seiibagai peiirantara jual beiili Narkoiitika Goiiloiingan I Bukan Tanaman 

yaitu teiirbukti se iicara sah dan meiiyakinkan be iirsalah meiilanggar Pasal 114 ayat (1) joii 

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Noii 35 Tahun 2009 dan dijatuhi oiile iih Majeiilis 

 
6 Joni Sastrawan Sinuraya, “Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli 

Narkotika (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2012/PN.BT)”, Skripsi, (Medan: Universitas HKBP 

Nommensen, 2014), hlm. 57. 
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Hakim deiingan pidana peiinjara seiilama 5 (lima) tahun dan deiinda seiibeiisar Rp 

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) deiingan keiiteiintuan bahwa jika deiinda tidak 

dibayar harus diganti deiingan kurungan seiilama 3 (tiga) bulan.7 

Pe iine iilitian keiitiga ditulis oiile iih Satya Gita Adhyaksa deiingan judul 

“Peiirtanggungjawaban Pidana Teiirhadap Peiinge iimudi Transpoiirtasi Oiinline ii Seiibagai 

Kurir Narkoiitika”. Hasil peiine iilitian ini yakni pe iingeiimudi transpoiirtasi oiinlineii dapat 

dijeiirat pidana narkoiitika apabila seiibagai peiirantara dalam jual beiili narkoiitika 

se iibagaimana Pasal 114 Undang-Undang No iimoiir 35 Tahun 2009 teiintang Narkoiitika, 

namun apabila tidak seiibagai peiirantara meiilainkan seiibagai peiingantar dijeiirat deiingan 

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoiitika. Upaya untuk 

meiingantisipasi peiinyalahgunaan transpoiirtasi oiinlineii yaitu leiibih ke iipada upaya 

pre iiveiintif peiince iigahan beiirupa antisipasi o iileiih pe iinge iimudi itu seiindiri coiintoiihnya 

pe iingeiice iikan barang dan peiimbeiirian infoiirmasi peiire iidaran narkoiitika.8 

 

E. Penjelasan Istilah 

Pe iine iiliti me iinjabarkan be iibe iirapa istilah yang digunakan dalam pe iine iilitian ini 

se iibagai be iirikut:  

1.  Pe iirtimbangan Hakim 

Pe iirtimbangan hakim adalah salah satu aspe iik yang sangat pe iinting 

untuk me iiwujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang me iingandung ke iiadilan 

(e iix ae iiquoii e iit boiinoii) dan me iingandung ke iipastian hukum, disamping itu te iirdapat 

juga manfaat bagi para pihak yang be iirsangkutan se iihingga pe iirtimbangan 

hakim ini harus disikapi de iingan te iiliti, baik, dan ce iirmat. Jika pe iirtimbangan 

hakim tidak te iiliti, baik, dan ce iirmat, maka putusan hakim yang be iirasal dari 

 
7 Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli 

Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK)”, Jurnal Keadilan Progresif 

Volume 6 Nomor 1, (2015), hlm. 28. Diakses pada http://jurnal.ubl.ac.id/ index.php/ KP/article/ 

view/557/524 
8 Satya Gita Adhyaksa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi 

Online Sebagai Kurir Narkotika”, Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara Vol 8 No 4 (2017), hlm. 1. 

http://jurnal.ubl.ac.id/
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pe iirtimbangan hakim te iirse iibut akan dibatalkan oiile iih Pe iingadilan Tinggi/ 

Mahkamah Agung.9 

2.  Pe iilaku Pe iirantara Jual Be iili 

Pe iilaku adalah oiirang yang me iilakukan tindak pidana yang be iirsangkutan 

dalam arti oiirang yang de iingan suatu ke iise iingajaan atau suatu tidak se iingajaan 

se iipe iirti yang diisyaratkan oiile iih Undang-Undang te iilah me iinimbulkan suatu 

akibat yang tidak dike iihe iindaki oiile iih Undang-Undang, baik itu me iirupakan 

unsur-unsur subje iiktif maupun unsur unsur oiibje iiktif, tanpa me iimandang apakah 

ke iiputusan untuk tindak pidana te iirse iibut timbul dari dirinya se iindiri atau tidak 

kare iina ge iirakkan oiile iih pihak ke iitiga. Pe iirantara adalah oiirang yang be iirtindak 

se iibagai pe iinghubung antara dua be iilah pihak yang be iirke iipe iintingan. Jual Be iili 

adalah suatu pe iirjanjian, de iingan mana pihak yang satu me iingikatkan dirinya 

untuk me iinye iirahkan suatu ke iibe iindaan, dan pihak yang lain untuk me iimbayar 

harga yang te iilah dijanjikan. 

3.  Narkoiitika 

Narkoiitika me iinurut Pasal 1 angka 1 UU Noii. 35 Tahun 2009 adalah zat 

atau oiibat yang be iirasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinte iitis maupun 

se iimisinte iitis yang dapay me iinye iibabkan pe iinurunan atau pe iirubahan ke iisadaran, 

hilangnya rasa, me iingurangi sampai me iinghilangkan rasa nye iiri dan dapat 

me iinimbulkan ke iite iirgantungan, yang dibe iidakan ke ii dalam goiiloiingan-goiiloiingan 

se iibagaimana te iirlampir dalam Undang-Undang ini.10 

4.  Putusan Hakim 

Putusan hakim me iirupakan mahkoiita se iikaligus puncak pe iince iirminan 

nilai-nilai ke iiadilan; ke iibe iinaran hakiki; hak asasi manusia; pe iinguasaan hukum 

 
9 Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 140. 
10 Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 
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atau fakta se iicara mapan, me iimpuni dan faktual, se iirta ce iirminan e iitika, 

me iintalitas, dan moiiralitas dari hakim yang be iirsangkutan.11 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pe iinde iikatan Peiineiilitian 

Pe iinde iikatan peiine iilitian ini meiirupakan peiinde iikatan undang-undang (status 

approiiach) yaitu peiinde iikatan yang dilakukan be iirdasarkan bahan hukum utama 

de iingan cara meiineiilaah teiioiiri-teiioiiri, koiinse iip-koiinse iip, asas-asas hukum se iirta 

pe iiraturan peiirundang-undangan yang beiirhubungan de iingan peiine iilitian yang 

dilakukan.12 Peiinde iikatan undang-undang (status approiiach) yaitu peiineiilitian yang 

be iirtujuan untuk meiine iilaah se iimua undang-undang dan reiigulasi yang beiirkaitan 

de iingan peiine iilitian yang diteiiliti.13 

2. Je iinis Pe iine iilitian 

Pe iine iilitian ini meiirupakan pe iineiilitian kualitatif. Me iinurut Mo iile iioiing 

pe iineiilitian kualitatif adalah tradisi te iirteiintu dalam ilmu pe iingeiitahuan so iisial yang 

se iicara fundameiintal beiirgantung dari peiingamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam pe iiristilahannya.14 Kajian kualitatif adalah pro iise iis 

dua peiine iilitian yang meiinghasilkan data de iiskriptif beiirupa kata-kata teiirtulis atau 

lisan dari oiirang- oiirang dan prilaku yang dapat diamati.15 Pe iineiilitian beiirsifat 

de iiskriptif yaitu seiibagai proiise iidur peiime iicahan masalah yang dise iilidiki (seiise iioiirang, 

leiimbaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat se iikarang beiidasarkan fakta-fakta 

yang tampak, atau seiibagaimana adanya.16  

 
11 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129 
12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75 
13 Peter Mahmud Muzaki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93. 
14 Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 

hlm.4 
15 Suwardi Endraswara, Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: 

Agromedia Pustaka, 2006),  hlm, 85-85. 
16 Hadari Narwawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yokyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), hlm. 67. 
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3. Sumbe iir Data 

Adapun sumbe iir data dalam peiine iilitian ini be iirupa data primeiir dan data 

se iikunde iir.  

a. Bahan hukum primeiir adalah data yang dipe iiroiileiih langsung dari masyarakat. 

Data ini didapat dari sumbeiir pe iirtama baik meiilalui individu atau 

pe iirse iioiirangan.17 Adapun data primeiin dalam pe iineiilitian ini beiirupa Putusan 

Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/2019/PN Bna, Pasal 114 ayat (2) joii Pasal 132 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Al-

Qur’an dan kitab-kitab Hadist. 

b. Bahan hukum se iikundeiir, adalah data yang dipeiiro iile iih dari sumbeiir ke iidua atau 

sumbe iir seiikunde iir dari sumbeiir kadua atau sumbe iir seiikunde iir dari data yang 

kita butuhkan.18 Adapun sumbe iir se iikunde iir teiirdiri dari beiirbagai liteiiratur. 

Adapun sumbeiir se iikunde iir teiirdiri dari be iirbagai liteiiratur bacaan yang 

meiimiliki reiileiivansi de iingan kajian ini seiipe iirti KUHP, buku-buku, skripsi, 

jurnal, karya ilmiah, artikeiil dan situs inteiirne iit. 

c. Bahan hukum teiirsieiir yaitu bahan yang meiimbe iirikan peiitunjuk maupun 

pe iinjeiilasan teiirhadap bahan hukum primeiir dan seiikunde iir, seiipe iirti kamus, 

e iinsikloiipe iidia, dan indeiiks kumulatif.  

 

 4. Teiiknik Pe iingumpulan Data 

Untuk meiimpe iiroiileiih data yang seiisuai deiingan pe iine iilitian, peiinulis 

meiinggunakan beiibe iirapa teiiknik pe iingumpulan data seiibagai beiirikut: 

a. Studi Doiikumeiintasi 

Me iitoiideii do iikumeiintasi adalah salah satu me iitoiide ii peiingumpulan data kualitatif 

de iingan meiilihat atau meiinganalisis doiikumeiin-doiikume iin yang dibuat oiile iih subjeiik 

 
17 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49. 
18 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu sosisal lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132. 
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se iindiri atau oiileiih oiirang lain oiile iih subjeiik. Doiikumeiintasi meiirupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan peiineiiliti kualitatif untuk meiindapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjeiik meiilalui suatu meiidia teiirtulis dan doiikumeiin lainnya yang ditulis 

atau dibuat langsung oiileiih subje iik yang be iirsangkutan.19 Adapun do iikume iin yang 

digunakan dalam peiine iilitian ini teiirdiri dari Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/ 

2019/PN Bna dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 

b. Studi Ke iipustakaan  

Studi ke iipustakaan dalam peiine iilitian ini adalah keiigiatan untuk meiinghimpun 

infoiirmasi yang reiileiivan deiingan toiipik atau masalah yang meiinjadi oiibye iik peiine iilitian. 

Infoiirmasi teiirse iibut dapat dipeiiroiileiih dari buku-buku, karya ilmiah, teiisis, dise iirtasi, 

e iinsikloiipe iidia, inteiirne iit dan sumbeiir-sumbeiir lain. 

 

5. Analisa Data 

Se iiteiilah data seiileiisai dikumpulkan deiingan le iingkap, tahap beiirikutnya peiinulis 

lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang peiinting dan meiine iintukan. Pada 

tahap ini data peiinulis kumpulkan sampai hasil meiinyimpulkan keiibanaran-keiibe iinaran 

yang dapat dipakai untuk meiinjawab peiirsoiialan-peiirsoiialan yang dilakukan dalam 

pe iineiilitian. Adapun meiitoiide ii analisis data yang peiinulis gunakan adalah meiitoiideii 

analisis data deiiskriptif kualitatif. Analisi data deiikriptif kualitatif adalah analisis data 

yang dilakukan teiirhadap seiiluruh data yang dipeiiroiileiih deiingan meiingeiimbangkan data 

meiinjadi teiioiiri, ke iimudian hasil analisis teiirse iibut diajukan seiicara keiise iiluruhan tanpa 

meiinggunakan rumus statistik. Peiinulisan skripsi ini meiirujuk pada buku panduan 

pe iinulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceiih. 

 

 

  

 
19 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), hlm. 9. 
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6.Pe iidoiiman Peiinulisan 

Pe iinulisan proiipoiisal skripsi ini beiirpe iidoiiman pada Buku Pe iidoiiman Peiinulisan 

Skripsi teiirbitan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceiih tahun 

2019. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

        Siste iimatika peiinulisan skripsi ini dibagi dalam beiibe iirapa tahapan yang diseiibut 

de iingan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya teiirse iindiri, namun 

masih dalam koiinteiiks yang saling beiirkaitan antara satu deiingan yang lainnya. 

         Se iicara sisteiimatis peiinilisan ini meiirupakan mateiiri pe iimbahasan keiise iiluruhannya 

ke ii dalam 4 (eiimpat) bab yang teiirpe iirinci. 

           Bab satu peiindahuluan, yang teiirdiri dari latar beiilakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan peiine iilitian, kajian pustaka, meiitoiideii pe iine iilitian dan sisteiimatika 

pe iinulisan. 

           Bab dua, meiinje iilaskan teiintang tindak pidana jual beiili Narkoiitika, dasar 

hukum tindak pidana jual beiili narkoiitika, sanksi pidan jual beiili Narkoiitika. Pada bab 

ini juga meiinjeiilaskan hakikat putusan hakim dan peiirtimbangan hakim dalam 

meiimutuskan peiirkara pidana seiirta dasar hukum bagi hakim dalam meiimutuskan 

pe iirkara pidana. 

           Bab tiga, meiirupakan bagian hasil pe iineiilitian yang meiincakup sanksi pidana 

teiirhadap tindak pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika pada 

Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna. Pe iirtimbangan hakim dalam 

meiimutuskan peiirkara pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika 

pada Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna dab peiirspe iiktif hukum 

pidana Islam teiirhadap peiirtimbangan hkim dalam meiimutuskan peiirkara pidana 

pe iilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika dalam Putusan Hakim Noiimoiir 

154/Pid.Sus/2019/PN Bna. 

            Bab eiimpat peiinutup, teiirdiri dari keiisimpulan dan saran.
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BAB DUA 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN 

PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA 
 

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana  
 

1. Pe iinge iirtian Peiirtimbangan Hakim 

Me iinurut Undang-Undang Noiimo iir 48 Tahun 2009 Te iintang Ke iikuasaan 

Ke iihakiman, peiirtimbangan hakim adalah pikiran atau peiindapat hakim dalam 

meiimpe iirtimbangkan apa yang dapat meiiringankan atau meiimbeiiratkan peiilaku 

pe iilanggaran. Seiitiap hakim harus meiinyiapkan peiirtimbangan atau peiindapat 

teiirtulis atas peiirkara teiirse iibut dan me iirupakan bagian yang tidak teiirpisahkan dari 

putusan. Peiirtimbangan hakim harus ceiirmat dan teiipat, kareiina keiise iiimbangan 

pe iiradilan meiirupakan aspeiik yang meiingakui nilai putusan peiiradilan, teiirmasuk 

ke iiadilan (eiix aeiiquoii eiit oiinoii) dan keiipastian hukum. Se iirta meiinguntungkan pihak-

pihak yang teiirlibat dan harus dipeiirlakukan deiingan hati-hati. Jika peiirtimbangan 

hakim tidak ceiirmat, tidak wajar dan tidak le iingkap, maka putusan hakim teiirseiibut 

dapat dibatalkan oiileiih Pe iingadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.20 

Koiinse iip pe iiradilan yang indeiipe iindeiin tidak te iirleiipas dari prinsip peiimisahan 

ke iikuasaan yang dikeiimukakan oiileiih Joiihn Loiickeii dan Moiinte iiske iiu. Ini beiirtujuan 

untuk meiimastikan keiiadilan, keiitidakbeiirpihakan, keiijujuran dan keiimanfaatan 

untuk masyarakat. Tanpa adanya keiibe iibasan dalam peiiradilan teiintu tidak neiitral, 

apalagi bila timbul peiirse iilisihan antara peiingusaha dan rakyat. Peiiradilan adalah 

badan yang meiine iintukan isi dan keiikuatan noiirma hukum poiisitif, yang 

diwujudkan dalam putusan hakim. Seiimua pe iiraturan peiirundang-undangan yang 

dibuat di suatu neiigara adalah sah, teiitapi pe iiraturan-peiiraturan teiirse iibut tidak ada 

 
20 Mukti Arto, Praktek-Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm.140. 
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artinya tanpa adanyapeiiradilan yang beiibas yang be iirtindak seiicara indeiipe iindeiin 

untuk meiinjamin keiiamanan masyarakat untuk keiibaikan rakyat.21 

Ke iiadilan dan keiitidakbeiirpihakan se iibagai unsur ne iigara hukum. 

Pe iinye iileiinggara peiiradilan adalah hakim yang meiimpunyai keiikuasaan untuk 

meiimbe iirikan isi dan keiiwe iinangan teiirhadap noiirma-noiirma hukum peiiraturan 

pe iirundang-undangan yang beiirlaku, yang dilakukan dalam putusan hakim. 

Dalam meiingambil keiiputusan teiintang tindak pidana yang seiidang dise iilidiki, 

pe iingadilan harus beiirpe iidoiiman pada keiiteiintuan peiiraturan peiirundang-undangan 

yang be iirlaku. Oiileiih kare iina itu, hakim tidak dapat meiinjatuhkan sanksi pidana di 

bawah batas minimal. Hakim juga tidak dapat meiinjatuhkan sanksi pidana leiibih 

tinggi dari batas maksimum pidana meiinurut undang-undang. Meiinurut 

Mackeiinzieii, ada beiibeiirapa teiioiiri atau peiinde iikatan yang dapat digunakan hakim 

dalam meiimpe iirtimbangkan untuk meiinge iiluarkan suatu putusan pe iirkara pidana 

ataupun peiirkara peiirdata yaitu:22 

a. Pe iinde iikatan keiise iiimbangan 

Pada intinya teiioiiri ke iise iiimbangan ini meiinilai keiipatuhan teiirhadap 

pe iirsyaratan hukum dan keiipeiintingan masyarakat umum, keiipe iintingan 

teiirsangka dan koiirban dalam peiinilaiannya. Keiise iiimbangan di sini adalah 

adanya keiise iiimbangan antara keiiadaan yang dipeiirsyaratkan oiile iih undang-

undang dan keiipe iintingan pihak-pihak yang teiirlibat atau teiirkait deiingan 

masalah teiirse iibut, teiirmasuk namun tidak teiirbatas pada masyarakat, 

ke iipeiintingan teiirdakwa dan keiipe iintingan teiirdakwa koiirban atau keiipe iintingan 

pe iilapoiir koiirban. Salah satu ke iisulitan dalam meiindamaikan keiipe iintingan 

koiirban tidak teiirleiitak pada proiise iis pe iingadilan, kareiina hukum pidana 

 
21 Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2015), hlm. 9 
22Ahmad Rifa’i. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105. 
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substantif dan foiirmil teiintang peiirlindungan koiirban tidak diatur atau tidak 

meiincukupi, teiitapi atas inisiatif seiindiri.23 

b. Pe iinde iikatan seiini dan intuisi 

Ke iiputusan hakim ada pada keiibijaksanaan atau keiiwe iinangan hakim. 

Dalam peiirtimbangannya, hakim akan, dalam meiingambil keiiputusannya, 

meiinye iisuaikan keiiadaan dan hukuman yang se iisuai untuk seiitiap peiilaku dalam 

proiise iis pidana atau peiirdata deiingan koiindisi pe iinggugat, yaitu peiinggugat dan 

teiirdakwa. Teiirsangka dalam peiirkara peiirdata atau peiinuntut umum dalam 

pe iirkara pidana. Dalam meiingambil ke iiputusan, hakim meiinggunakan 

pe iindeiikatan artistik, yang dipandu oiileiih insting atau intuisi daripada 

pe iingeiitahuan hakim. Dalam prakteiik hukum, teiioiiri ini teiirkadang digunakan 

oiileiih hakim dalam meiinilai peiirbuatan teiirdakwa dalam peiirkara pidana atau 

pe iirtimbangan hakim dalam meiingambil ke iiputusan dalam peiirkara peiirdata, 

se iilain seiikurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, peiirlu ditambahkan deiingan 

ke iiheiindak hakim. Namun, keiiyakinan hakim teiirkadang sangat subjeiiktif yang 

hanya didasarkan pada insting hakim. Oiile iih kareiina itu, hakim harus beiirhati-

hati dalam meiine iirapkan teiioiiri ini, yang hanya beiirtumpu pada seiini dan intuisi 

dari hakim itu seiindiri. 

c. Pe iinde iikatan keiiilmuan 

Patoiikan dari ilmu ini adalah peiimikiran bahwa proiise iis peiinjatuhan 

sanksi pidana harus dilakukan seiicara siste iimatis dan hati-hati, teiirutama 

dalam kaitannya deiingan putusan-putusan seiibe iilumnya guna meiinjamin 

koiinsiste iinsi putusan hakim kareiina se iipe iingeiitahuan para hakim. Peiingeiitahuan 

antara hakim deiingan hakim lainnya yang pasti beiirbeiida, se iihingga 

meiimpe iingaruhi keiiputusan dalam meiingadili peiirkara, baik pidana maupun 

pe iirdata. Oiileiih kareiina itu, hakim harus meiinguasai beiirbagai ilmu, baik ilmu 

fiqih maupun ilmu-ilmu lainnya, agar putusan yang diambilnya dapat 

 
23 Adams, Ketimpangan dalam Pertukaran Sosial, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 62 
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dipeiirtanggungjawabkan dan diuji beiirdasarkan ilmu peiinge iitahuan meiingeiinai 

pe iirkara yang seiidang dipeiirtimbangkan dan diputuskan oiile iih hakim.  

d. Pe iinde iikatan peiingalaman 

Pe iingalaman seiioiirang hakim meiirupakan se iisuatu yang dapat 

meiimbantunya meiinghadapi peiirkara yang dihadapinya dari waktu keii waktu, 

kareiina deiingan pe iingalaman yang dihadapinya seiioiirang hakim akan dapat 

meiinge iitahui bagaimana dampak suatu putusan dalam suatu peiirkara pidana 

be iirkaitan deiingan peiilakunya, koiirban dan masyarakat atau dampak yang 

ditimbulkan oiileiih putusan dalam peiirkara pe iirdata yang beiirkaitan deiingan 

litigasi dan masyarakat. Seiimakin beiirpeiingalaman seiioiirang hakim, seiimakin 

teiioiiritis seiiharusnya dia dalam meiimeiiriksa suatu peiirkara. Latar Beiilakang 

pe iingalamana hukum yang baik dan hukum acara akan sangat beiirguna 

baginya jika dia meiinjadi hakim suatu hari nanti.24 

e. Teiioiiri ke iibijaksanaan 

Teiioiiri keiibijaksanaan ini dipeiirke iinalkan oiileiih Made ii Sadhi Astuti 

dimana seiibeiinarnya teiioiiri ini meiingacu pada putusan Hakim Juri di 

Pe iingadilan Anak. Inti dari teiioiiri keiibijaksanaan ini diteiigaskan bahwa cinta 

tanahair dan bangsa Indoiineiisia, se iirta ke iikeiiluargaan harus ditanamkan 

dipupuk dan dijunjung tinggi. Seiilain itu, aspe iik te iioiiritis ini meiineiikankan 

bahwa peiimeiirintah, masyarakat, keiiluarga, dan oiirang tua juga meiimiliki 

tanggung jawab untuk meiimbimbing, meiingasuh, meiindidik, dan meiilindungi 

anak agar keiilak meiinjadi oiirang yang beiirguna bagi keiiluarga, masyarakat, dan 

bangsanya.25 

 

 

 
24 Mackenzie, Mhairi dan Blamey, “The Practice and the Theory: Lessons from the 

Application of a Theories of Change Approach”. Jurnal Evaluation Vol 11 No 2 (2005), hlm. 151. 
25 Astuti, Made Sadhi. Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2010), hlm. 19. 
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2. Dasar Hukum Pe iirtimbangan Hakim dalam Me iimutuskan Peiirkara Pidana 

Dasar pe iirtimbangan hakim dalam meiingambil keiiputusan pe iiradilan harus 

didasarkan pada teiioiiri dan hasil peiine iilitian yang saling beiirkaitan seiihingga dalam 

rangka teiioiiri dan prakteiik dipeiiroiile iih hasil peiine iilitian yang maksimal dan seiiimbang. 

Salah satu langkah untuk meiincapai keiipastian hukum peiiradilan keiitika hakim 

meiilalui putusannya adalah aparat peiine iigak hukum, dapat meiinjadi peiidoiiman 

untuk meiincapai keiipastian hukum. Keiikuasaan utama keiihakiman diatur dalam 

Pasal 24 dan Pasal 25 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, se iirta dalam Undang-

Undang Nomor ii. 48 Tahun 2009 Teiintang Ke iikuasaan Keiihakiman. 

Undang-Undang Dasar 1945 meiinjamin adanya peiiradilan yang meiirde iika. 

Hal ini seiicara teiigas dinyatakan dalam Pasal 24 khususnya dalam peiinjeiilasan 

Pasal 24 ayat (1) dan dalam peiinje iilasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Noiimoiir 

48 Tahun 2009 Te iintang Keiikuasaan Ke iihakiman, yaitu: keiikuasaan keiihakiman 

adalah keiikuasaan neiigara yang meiirde iika untuk meiinye iileiinggarakan peiiradilan. 

Me iine iigakkan hukum dan keiiadilan beiirdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Neiigara Reiipublik Indoiineiisia Tahun 1945 atas nama peiinye iileiinggaraan 

ne iigara hukum Reiipublik Indoiine iisia. Keiihakiman adalah oiitoiiritas indeiipe iindeiin, 

ke iiteiintuan ini meiingandung peiinge iirtian bahwa leiimbaga peiiradilan beiibas dari 

campur tangan peiinguasa noiin-peiiradilan, keiicuali dalam hal-hal yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Ke iibe iibasan meiinye iileiinggarakan peiiradilan tidak beiirsifat mutlak, kareiina 

tugas hakim adalah meiine iigakkan hukum dan keiiadilan beiirdasarkan Pancasila, 

se iihingga putusannya meiinceiirminkan rasa ke iiadilan bagi rakyat Indoiine iisia. 

Ke iimudian dalam Pasal 18 Undang-Undang Noiimoiir 48 Tahun 2009 Ke iikuasaan 

Ke iihakiman meiinyatakan bahwa: Keiikuasaan ke iihakiman dilaksanakan oiile iih 

Mahkamah Agung dan leiimbaga peiiradilan yang beiirada di bawahnya dalam 

lingkungan peiiradilan umum, peiiradilan agama, peiiradilan militeiir, pe iiradilan tata 
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usaha neiigara, dan mahkamah koiinstitusi.26 Hakim harus meiineiigakkan hukum dan 

ke iiadilan seiicara imparsial hakim dalam meiingambil keiiputusan harus teiirleiibih 

dahulu meiimve iirifikasi keiibe iinaran peiiristiwa yang dihadirkan keiipadanya, 

ke iimudian meiingeiivaluasi peiiristiwa teiirse iibut dan meiingkoiire iilasi-kannya deiingan 

hukum yang beiirlaku. Hakim baru keiimudian dapat meiimutuskan insideiin teiirse iibut. 

Hakim dianggap meiingeiitahui hukum seiihingga ia tidak dapat meiinoiilak untuk 

meiimpe iirtimbangkan peiirkara yang diajukan ke iipadanya. 

Hal ini diatur oiileiih Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Noiimoiir 35 Tahun 

1999 Joii Undang-Undang Noiimoiir 48 Tahun 2009 Teiintang Keiikuasaan 

Ke iihakiman, yaitu: peiingadilan tidak beiirhak atas suatu peiirkara yang diajukan 

de iingan dalih meiinoiilak dan meiimpeiirtimbangkan keiitidakhadiran atau ambiguitas 

hukum, teiitapi beiirke iiwajiban untuk meiimpe iirtimbangkan. Hakim dapat 

meiindasarkan peiincarian hukumnya seiindiri pada praktik hukum dan peiindapat 

para ahli hukum (doiiktrin) yang teiirke iinal. 

Dalam meiingambil keiiputusan, hakim tidak hanya didasarkan pada nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijeiilaskan dalam Pasal 28 (1) 

Undang-Undang Noiimoiir 48 Tahun 2009, yaitu: Hakim harus meiinghoiirmati nilai-

nilai hukum yang teiirmaktub dalam keiihidupan masyarakat masyarakat. Dalam 

prakteiik pe iiradilan ada 2 pe iirtimbangan dasar hakim yang teiilah dahulu diatur 

dalam peiiraturan peiirundang undangan yang beiirlaku yang diseiibut deiingan 

pe iirtimbangan Leiigal dan juga peiirtimbangan hakim Noiin Le iigal. 

a. Peiirtimbangan (Le iigal) hakim 

Leiigal artinya seiisuai de iingan peiiraturan pe iirundang-undangan atau 

hukum.27 Le iigal me iirupakan istilah dimana hakim dalam peiirtimbangannya 

be iirdasarkan keiipada peiiraturan peiirundang-undangan yang sudah beiirlaku 

atau sah deiimi hukum. Beiirbicara meiinge iinai Leiigal maka tidak dapat 

 
26 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
27 Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kemendikbud, 2008), hlm. 

213.  

https://kbbi.web.id/legal
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dipisahkan deiingan kata Leiigalitas. Dalam KUHP me iingeiinai Leiigalitas ini 

diatur atau teiirdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dimana dijeiilaskan 

bahwa suatu pe iirbuatan pidana tidak dapat dihukum keiicuali ada aturan 

hukum yang meiingatur meiinge iinai pidana yang dilakukan, maka suatu 

ke iijahatan tidak dapat dikateiigoiirikan keiipada peiirbuatan pidana jika tidak ada 

aturan hukum yang meiingatur meiinge iinai ke iijahatan teiirse iibut seiihingga harus 

ada aturan hukum teiirleiibih dahulu yang meiingatur meiinge iinai peiirbuatan 

pidana teiirse iibut se iibeiilum keiijahatan teiirse iibut dilakukan.28  

Pe iirtimbangan yang beiirsifat leiigal adalah pe iirtimbangan hakim yang 

didasarkan pada faktoiir-faktoiir yang teiirungkap di dalam peiirsidangan dan 

oiileiih undang-undang teiilah diteiitapkan seiibagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. Peiirtimbangan se iicara hukum atau peiiraturan peiirundang 

undangan yang beiirlaku di antara nya ialah surat dakwaan jaksa peiinuntut 

umum, keiiteiirangan saksi, ke iiteiirangan teiirdakwa, barang-barang bukti dan 

Pasal-Pasal dalam undang-undang.29 

b. Peiirtimbangan (Noiin Le iigal) Hakim 

Noiin Le iigal dapat diartikan seiibagai lawan kata dari Leiigal yang mana 

kalau ditarik seiibuah ke iisimpulan beiirmakna tidak meiimpunyai leiigalitas 

hukum teiitapi boiileiih digunakan se iibagai pe iirtimbangan noiin yuridis se iioiirang 

hakim dalam meiimpe iirtimbangkan kasus pidana yang seiidang dipeiiriksa atau 

diadili oiileiih hakim seiilagi tidak beiirteiintangan deiingan peiiraturan peiirundang-

undangan yang beiirlaku. Di dalam meiinjatuhkan putusannya, seiilain 

meiimpe iirtimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga meiimbuat 

pe iirtimbangan yang beiirsifat noiin yuridis. Se iibagaimana peiirtimbangan yang 

be iirsifat leiigal, peiirtimbangan yang beiirsifat noiin leiigal juga didasarkan pada 

faktoiir-faktoiir yang teiirungkap di dalam peiirsidangan, yang antara lain 

 
28 Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
29 H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2007), hlm. 201  
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meiincakup hal-hal yaitu akibat peiirbuatan teiirdakwa, koiindisi diri teiirdakwa 

dan peiiran atau keiidudukan teiirdakwa.30 

Se iilain itu juga ada beiibe iirapa faktoiir lain juga yang meiimpe iingaruhi 

pe iirtimbangan seiioiirang Hakim dalam meiingadili peiirkara pidana dibagi meiinjadi 

faktoiir dua subje iiktif dan faktoiir oiibjeiiktif yaitu: 

a. Faktoiir subjeiiktif meiiliputi 

(1) Sikap prilaku aprioiiri, yakni adanya sikap hakim yang seiijak seiimula 

sudah me iinganggap bahwa teiirdakwa yang dipeiiriksa dan diadili adalah 

oiirang yang meiimang beiirsalah dan harus dipidana. 

(2) Sikap peiirilaku eiimoiisioiinal, yakni putusan pe iingadilan akan dipeiingaruhi 

oiileiih pe iirangai hakim. Hakim yang meiimpunyai peiirangai mudah 

teiirsinggung akan be iirbeiida de iingan pe iirangai hakim yang tidak mudah 

teiirsinggung. 

(3) Sikap arroiiganceii poiiwe iir, yakni sikap lain yang meiimpeiingaruhi suatu 

putusan adalah “keiicoiingkakkan keiikuasaan”, disini hakim meiirasa 

dirinya beiirkuasa dan pintar, meiile iibihi oiirang lain (jaksa, peiimbeiila, 

ataupun teiirdakwa). 

(4) Moiiral, yakni moiiral seiioiirang hakim kareiina bagaimanapun juga pribadi 

se iioiirang hakim diliputi oiileiih tingkah laku yangdidasari oiileiih moiiral 

pribadi hakim teiirse iibut dalam meiimeiiriksa se iirta meiimutuskan suatu 

pe iirkara.31 

b. Faktoiir oiibjeiiktif meiiliputi 

(1) Latar beiilakang budaya, yakni keiibudayaan, agama, peiindidikan 

se iise iioiirang teiintu ikut meiimpe iingaruhi putusan hakim. Meiiskipun latar 

be iilakang hidup budaya tidak beiirsifat de iiteiirminis, teiitapi faktoiir ini 

 
30 Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bogor: Politeia, 

2011), hlm. 59. 
31 Yahya Harahap, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, 

(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93 
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se iitidaknya ikut meiimpeiingaruhi hakim dalam meiingambil suatu 

ke iiputusan. 

(2) Proiife iisioiinalismeii, yakni keiiceiirdasan seiirta proiifeiisioiinalismeii seiioiirang 

hakim ikut meiimpeiingaruhi putusannya. Pe iirbeiidaan suatu putusan 

se iiring dipeiingaruhi oiile iih proiife iisioiinalismeii hakim teiirse iibut.32 

 

3. Weiiwe iinang Hakim dalam Meiimutusakan Pe iirkara Pidana 

          Weiiwe iinang untuk me iimeiiriksa dan meiimutus pe iirkara yang diajukan keii 

pe iingadilan pada Mahkamah Agung dan pe iiradilan yang beiirada dibawahnya 

dalam lingkungan peiiradilan umum, lingkungan pe iiradilan agama, lingkungan 

pe iiradilan militeiir, lingkungan peiiradilan tata usaha neiigara dan pada peiingadilan 

khusus, hakim diwajibkan meiinggali, meiingikuti dan meiimahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keiiadilan yang hidup dalam masyarakat. Se iibagaimana yang 

teiircantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

teiintang Keiikuasaan Keiihakiman “Hakim dan hakim koiinstitusi wajib meiinggali, 

meiingikuti dan meiimahami nilai-nilai hukum dan rasa keiiadilan yang hidup dalam 

masyarakat”. 

          Pe iinjeiilasan dari Pasal 5 ayat (1) teiirse iibut meiinyatakan “Keiiteiintuan ini 

dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim koiinstitusi se iisuai deiingan hukum 

dan rasa ke iiadilan masyarakat. Dari peiinje iilasan teiirse iibut, dapatlah dimeiinge iirti 

tujuan dibuatnya keiiteiintuan Pasal 5 ayat (1) teiirse iibut, dimana agar supaya putusan 

hakim seiisuai deiingan hukum dan rasa ke iiadilan masyarakat. Untuk meiincapai 

tujuan teiirse iibut maka diteiitapkanlah dasar ke iiwe iinangan hakim dalam meiinjalankan 

tugasnya untuk meiingadili, diwajibkan untuk meiinggali, meiingikuti dan 

meiimahami nilai-nilai hukum dan rasa keiiadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

 
32LH Permana, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah 

Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan”. Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016), hlm. 9. 
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              Ke iiwajiban untuk meiinggali, meiingikuti dan meiimahami nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat meiinjadi keiiwajiban yang mutlak bagi hakim dalam 

meiingadili peiirkara. Hal teiirseiibut didasarkan atas se iitiap putusan hakim harus 

se iisuai de iingan hukum dan rasa keiiadilan masyarakat. Tujuan dari seiitiap putusan 

hakim yang harus seiisuai de iingan hukum dan rasa keiiadilan masyarakat 

meiirupakan maksud dari eiiksiste iinsi hakim dan keiikuasaan keiihakiman, dimana 

dalam meiinyeiile iinggarakan peiine iigakan hukum dan keiiadilan diseiileiingarakanlah 

pe iiradilan, dan dalam peiinye iileiinggaraan peiiradilan, hakim dibeiirikan ke iiwe iinangan 

untuk meiimeiiriksa dan meiimutus peiirkara yang diajukan, dan dalalam 

ke iiwe iinanangnya untuk meiimeiiriksa dan meiimutus peiirkara harus beiirdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 Neiigara Reiipublik Indoiine iisia deiimi teiirciptanya neiigara 

hukum Indoiineiisia. 

           Pasal 5 ayat (1) teiirse iibut meiinye iibutkan keiiadilan seiibagai suatu rasa dan 

bukannya koiinse iip. Untuk meiingeiitahui rasa keiiadilan yang hidup dalam 

masyarakat hukum yang diadili, teiintunya tidak hanya deiingan cara meiilakukan 

tinjauan pustaka teiirhadap koiinse iip-koiinse iip ke iiadilan, teiitapi juga deiingan cara 

meiinafsirkan hukum seiicara koiinte iikstual. Tujuannya agar dapat meiilihat reiialitas 

dari nilai-nilai hukum dan rasa keiiadilan yang hidup dalam masyarakat yang 

diadili. 

               Dasar keiiwe iinangan hakim dalam peiilaksanaan dari peiinguraian panjang 

leiibar diatas dalam sisteiim hukum foiirmal di Indoiine iisia teiircantum dalam Pasal 10 

ayat (1) Undang-undang No iimoiir 48 Tahun 2009 te iintang Keiikuasaan Ke iihakiman 

yang beiirbunyi “peiingadilan dilarang meiinoiilak untuk meiimeiiriksa, meiingadili dan 

meiimutus suatu peiirkara yang diajukan deiingan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jeiilas, meiilainkan wajib untuk me iireiivisi suatu keiite iintuan Tidak dapat 

disangkal bahwa undang-undang meiirupakan hasil dari keiibutuhan akan noiirma 

dalam keiirangka pikiran meiinurut, waktu, teiimpat dan budaya teiirteiintu. Ada 

undang-undang yang seiitiap saat siap diame iindeiime iin teiitapi ada juga yang sangat 
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rigid, seiihingga untuk meiireiivisi satu keiite iintuan pun butuh waktu yang lama kareiina 

akan meiinggangu filoiisoiifi keiise iiluruhan undang-undang atau bahkan beiirbe iinturan 

de iingan filoiisoiifi undangundang lainnya. 

              Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah leiigislatoiir te iitapi hakim 

juga dimungkinkan seiibagai peiimbeiintuk hukum (judgeii made ii law). Oiile iih se iibab itu 

hakim dilarang untuk meiinoiilak meiingadili peiirkara yang diajukan deiingan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jeiilas. Ke iiteiintuan teiirse iibut tidak beiirarti bahwa 

hakim diwajibkan dan dilarang untuk meiinoiilak meiimeiiriksa dan me iimutus se iimua 

pe iirkara yang diajukan keii pe iingadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jeiilas. 

              Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Noiimor 48 tahun 2009 meiinyeiibutkan 

se iioiirang hakim wajib meiingundurkan diri dari peiirsidangan apabila teiirikat 

hubungan keiiluarga se iidarah atau seiimeiinda sampai deiirajat keiitiga, atau hubungan 

suami atau istri meiiskipun teiilah beiirceiirai deiingan keiitua, salah seiioiirang hakim 

anggoiita jaksa, atvoiikat atau panitia. 

              Pe iinjeiilasan Pasal 17 ayat (5) teiirse iibut beiirbunyi yang dimaksud deiingan 

ke iipeiintingan langsung atau tidak langsung adalah teiirmasuk apabila hakim atau 

paniteiira atau pihak lain peiirnah me iinangani pe iirkara teiirse iibut atau peiirkara teiirse iibut 

pe iirnah teiirkait deiingan pe iikeiirjaan atau jabatan yang beiirsangkutan se iibeiilumnya. 

Dari Pasal 17 ayat (3) dan (5) seiirta peiinjeiilasannya, hakim diwajibkan untuk 

meiingundurkan diri dari peiirsidangan apabila teiirikat hubungan keiiluarga dan 

meiimpunyai keiipeiintingan langsung atau tidak langsung deiingan peiirkara yang 

se iidang dipeiiriksa. Pasal 10 ayat (2) undang-undang teiirse iibut meiimbeiirikan 

pe iingeiicualian, ke iiteiintuan seiibagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak meiinutup 

usaha peiinye iileiisaian peiirkara peiindata seiicara peiirdamaian. Peiingeiicualian ini 

dikareiinakan hakim di dalam meiime iiriksa peiirkara peiirdata beiirsifat pasif dalam arti 

kata bahwa ruang lingkup atau luas poiiko iik se iingke iita yang diajukan keiipada hakim 

untuk dipeiiriksa pada azasnya diteiintukan oiileiih para pihak yang beiirpe iirkara dan 
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bukan oiile iih hakim. Hakim hanya meiimbantu para peiincari keiiadilan dan beiirusaha 

meiingatasi seiigala hambatan dan rintangan untuk dapat teiircapainya peiiradilan. 

              Para pihak dapat seiicara beiibas meiingakhiri se iindiri se iingkeiita yang teiilah 

diajukannya keii muka peiingadilan, seiidang hakim tidak dapat meiinghalang-

halanginya. Hal ini dapat beiirupa peiirdamaian dan peiincabutan gugatan.33 Hal 

teiirse iibut be iirbeiida ceiirita deiingan pe iirkara pidana. Keiite iintuaan teiirse iibut tidak 

meiinje iilaskan apapun teiintang peiirkara pidanan. Itu beiirarti dalam peiirkara pidana, 

hakim dilarang meiinoiilak untuk meiimeiiriksa dan meiimutus peiirkara pidana deiingan 

dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jeiilas. Acara dan dasar 

pe iimeiiriksaan dan peiimutusan peiirkara pidana se iindiri diatur dalam KUHAPidana, 

se iibagaimana maksud dari Pasal 3 KUHAPidana yang meiinye iibutkan “peiiradilan 

dilakukan meiinurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

B. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika secara Perantara 
 

1. Pe iinge iirtian tindak Pidana Jual Beiili Narkoiitika 

Tindak pidana yaitu peiirbuatan yang oiile iih aturan hukum pidana dinyatakan 

se iibagai peiirbuatan yang dilarang.34 Tindak pidana ialah peiirbuatan yang dilarang 

oiileiih suatu aturan hukum larangan mana dise iirtai ancaman (sanksi) yang beiirupa 

pidana teiirte iintu, bagi barangsiapa meiilanggar larangan teiirse iibut.35 Be iirsadarkan 

dua peiindapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah peiirbuatan 

yang dilarang dan diancam deiingan pidana barang siapa yang meiilakukan. 

Narkoiitika (Narkoiitika dan oiibat/bahan beiirbahaya) adalah suatu zat atau oiibat 

yang beiirasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat seiicara sinteiitis 

 
33 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 

hlm. 10. 
34 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian 

Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 2011), hlm.13. 
35 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & 

Batas Berlakunya Hukum Pidana), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79. 
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maupun seiimi sinteiitis.36 Narkoiitika dan napza juga dimaknai akroiinim dari 

Narkoiitika, alkoiihoiil, psikoiitroiipika dan zat adiktif lainnya. Zat psikoiitroiipika ada 

yang beiirsifat adiktif, misalnya oiibat peiineiinang, oiibat tidur, eiikstasi, sabu-sabu, 

alkoiihoiil, nikoiitin, kafeiiin, koiikain, ganja dan LSD.37 Narkoiitika hanya dapat 

digunakan untuk keiipeiintingan peiilayanan ke iise iihatan dan ilmu peiinge iitahuan, 

teiirmasuk keiipe iintingan leiimbaga peiineiilitian dan peiindidikan, seiidangkan 

pe iingadaaan impoiir dan eiikspoiir, pe iire iidaran dan peiimakaiannya diatur oiileiih 

pe iimeiirintah, dalam hal ini Keiimeiinte iirian Keiise iihatan.38 

Be iirdasarkan peiinge iirtian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkoiitika 

meiirupakan zat yang manakala dimasukkan keii dalam tubuh manusia akan dapat 

meiimpe iingaruhi keiiadaan psikoiiloiigi se iise iio iirang se iipe iirti peiirasaan, pikiran, suasana 

hati, yang beiirakibat pada peiirubahan peiirilaku si pe iimakai.  
 

2. Dasar Hukum dan Unsur Tindak Pidana Jual Beiili Narkoiitika 

Me iinurut sisteiim hukum di Indoiineiisia, peiinyalahgunaan narkoiitika 

dikualifikasi seiibagai keiijahatan di bidang narkoiitika yang diatur dalam Undang-

Undang Noiimor 22 tahun 1997 te iintang narkoiitika. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 teiintang narkoiitika, seiilanjutnya dise iibut Undang-Undang Narkoiitika 

1997, pada dasarnya meiingklasifikasi peiilaku tindak pidana peiinyalahgunaan 

narkoiitika meiinjadi 2 (dua), yaitu : peiilaku tindak pidana yang beiirstatus se iibagai 

pe iingguna (Pasal 84 dan 85) dan bukan peiingguna narkoiitika (Pasal 78, 79, 80, 81, 

dan 82). Untuk status peiingguna narkoiitika dapat dibagi lagi meiinjadi 2 (dua), 

yaitu peiingguna untuk dibeiirikan ke iipada oiirang lain (Pasal 84) dan peiingguna 

narkoiitika untuk dirinya seiindiri (Pasal 85). Pe iinggunaan narkoiitika untuk dirinya 

adalah peiinggunaan narkoiitika yang dilakukan oiile iih seiise iioiirang tanpa meiilalui 

 
36 Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah 

Kejuruan, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4, (2015), hlm. 515. 
37 Wahyudhi, Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, 

Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1. (2016), hlm. 26. 
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. 
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pe iingawasan doiikteiir. Bagi peiilaku tindak pidana narkoiitika yang beiirstatus se iibagai 

bukan peiingguna diklasifikasi lagi meiinjadi 4 (eiimpat), yaitu : peiimilik (Pasal 78 

dan 79), pe iingoiilah (Pasal 80), peiimbawa dan/atau peiingantar (Pasal 81), dan 

pe iingeiidar (Pasal 82).  

Pe iimilik adalah oiirang yang meiinanam, meiime iilihara, meiimpunyai dalam 

pe iirse iidiaan, meiimiliki, meiinpimpan, atau meiinguasai deiingan tanpa hak dan 

meiilawan hukum. Pe iingoiilah adalah oiirang me iimproiiduksi, me iingoiilah meiingeiikstrasi, 

meiingkoiinve iirsi, meiirakit, atau meiinye iidiakan narkoiitika deiingan tanpa hak dan 

meiilawan hukum se iicara individual atau me iilakukan se iicara teiiroiirganisasi. 

Pe iimbawa/peiingantar adalah oiirang yang me iimbawa, meiingirim, meiingangkut, atau 

meiintransitoii narkoiitika deiingan tanpa hak dan meiilawan hukum seiicara individual 

atau seiicara teiiroiiganisasi. Peiingeiidar adalah oiirang meiingimpoiir, peiingeiikspoiir, 

meiinawarkan untuk dijual, meiinyalurkan, meiinjadi peiimbe iili, meiinye iirahkan, 

meiine iirima, meiinjadi peiirantara dalam jual be iili. Atau meiinukar narkoiitika deiingan 

tanpa hak dan meiilawan hukum seiicxara individual maupun seiicara teiiroiirganisasi.  

Tindak pidana narkoiitika dalam sisteiim hukum Indoiine iisia dikualifikasi 

se iibagai keiijahatan. Unsur-unsur tindak pidana narkoiitika dalam Undang-Undang 

Noiimoiir 35 Tahun 2009 teiintang Narkoiitika, teiirdiri dari: 

(1) Unsur se iitiap oiirang, adanya subyeiik hukum, yang dapat dijadikan subyeiik 

hukum hanyalah oiirang. 

(2) Unsur tanpa hak atau meiilawan hukum, adanya peiirbuatan yang dilarang, 

pe iirbuatan yang dilakukan seiisuai deiingan rumusan deiilik. Beiirsifat meiilawan 

hukum yaitu meiilawan hukum foiirmal dan meiilawan hukum mateiirial. 

(3) Unsur me iimiliki, meiinyimpan, meiinguasai, atau meiinye iidiakan.  

 Se iisuai deiingan keiiteiintuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Noiimoiir 35 

Tahun 2009 teiintang Narkoiitika meiinye iibutkan bahwa “Se iitiap oiirang yang tanpa 

hak atau meiilawan hukum meiimiliki, meiinyimpan, meiinguasai atau meiinye iidiakan 

narkoiitika goiilo iingan I bukan tanaman. Ayat (2) unsur narkoiitika goiiloiingan I 
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be iirbeiintuk tanaman, goiiloiingan I bukan tanaman, goiiloiingan II dan goiiloiingan III. 

Narkoiitika goiilo iingan I adalah narkoiitika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pe iingeiimbangan ilmu peiinge iitahuan dan tidak digunakan dalam teiirapi, seiirta 

meiimpunyai poiiteiinsi sangat tinggi meiingakibatkan keiiteiirgantungan. Narkoiitika 

goiiloiingan II adalah narkoiitika beiirkhasiat pe iingoiibatan digunakan seiibagai pilihan 

teiirakhir dan dapat digunakan dalam teiirapi dan/atau untuk tujuan peiinge iimbangan 

ilmu peiinge iitahuan seiirta meiimpunyai poiiteiinsi tinggi meiingakibatkan 

ke iiteiirgantungan. Narkoiitika goiiloiingan III adalah narkoiitika beiirkhasiat peiingoiibatan 

dan banyak digunakan dalam teiirapi dan/atau untuk tujuan peiinge iimbangan ilmu 

pe iingeiitahuan seiirta meiimpunyai poiiteiinsi ringan meiingakibatkan keiiteiirgantungan.39 

 

3. Be iintuk-Beiintuk Tindak Pidana Narkoiitika 

          Pe iinyalahgunaan Narkoiitika tidak hanya dapat dilihat bagi para 

pe iimakainya. Meiilainkan juga teiirdapat beiibe iirapa beiintuk peiirilaku yang meiingarah 

ke iipada peiinyalahgunaan Narkoiitika, yaitu se iibagai:40 

a. Me iinye iidiakan atau Meiimproiiduksi Narkoiitika 

           Pe iinggunaan dalam jangka waktu teiirteiintu bisa be iirdampak buruk pada 

se iise iioiirang. Dampaknya tidak hanya dari se iigi fisik, teiitapi juga psikoiiloiigi. 

Me iimproiiduksi Narkoiitika meiirupakan peiirbuatan yang meiilanggar hukum. 

Me iiskipun se iise iioiirang yang be iirsangkutan tidak meiingkoiinsumsi, teiitapi akan 

meiimbahayakan oiirang lain keiitika sampai ke ii tangan meiireiika. 

b. Me iinyimpan Narkoiitika 

           Be iintuk peiinyalahgunaan Narkoiitika se iilanjutnya adalah meiinyimpan. 

Me iiskipun tidak teiirbukti meiingkoiinsumsi zat teiirlarang ini. Seiise iioiirang yang 

 
39 Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang Narkotika (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 45 
40 Mohammad Indra Bangsawan, “Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap 

Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia”, Jurnal 

Jorisprodence Vol. 6 No. 2, (2016), hlm. 91-93. 
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meiinyimpan Narkoiitika seiiringkali adalah meiire iika yang meiinge iidarkan atau 

meiinjual zat adiktif ini seiicara seiimbunyi-seiimbunyi keiipada oiirang lain. 

c. Me iimiliki Narkoiitika 

           Se iicara hukum meiimiliki juga masuk kateiigo iiri beiintuk peiinyalahgunaan. 

Tidak peiiduli apa tujuan meiimiliki barang satu ini. Oiile iih kareiina itu, jangan 

coiiba-coiiba meiimbeiili meiiskipun se iikeiidar ingin meiinyimpan seiimata.41 

d. Me iinge iikspoiir Narkoiitika 

           E iikspoiir barang tidak dapat dilakukan seiimbarangan. Zat-zat adiktif 

be iirbahaya seiipe iirti Narkoiitika tidak boiile iih dikirim keii ne iigara-neiigara lain. Oiile iih 

kareiina itu, keiitika Anda akan naik peiisawat, pihak bandara akan seiilalu 

meiinge iiceiik isi tas atau koiipe iir. 

e. Me iingimpoiir Narkoiitika 

           Me iingimpoiir Narkoiitika juga teiirmasuk pe iirbuatan meiilanggar hukum. 

Jika teiirtangkap atau dikeiitahui meiilakukan hal ini, seiise iioiirang akan dipeiinjara 

dan dikeiinai pidana. Seiimakin banyak jumlah Narkoiitika yang diimpoiir, 

hukumannya juga akan seiimakin beiirat. Itulah meiingapa impoiir zat adiktif ini 

tidak mudah. 

f. Me iindistribusikan Narkoiitika 

           Pe iindistribusian Narkoiitika adalah se iise iioiirang tidak meiimproiiduksi 

barang ini, teiitapi meiingambil keiipada proiiduse iin untuk dieiidarkan ke iipada oiirang 

lain. Meiinjadi peiirantara keiitika transaksi Narkoiitika pun juga masuk kateiigoiiri 

distribusi.42 

g. Me iinjual Narkoiitika 

          Jika meiinyimpan saja tidak dipe iirboiileiihkan, apalagi meiinjualnya. 

Se iise iioiirang yang meiinjual sudah pasti meiindapatkan keiiuntungan dari peiinjualan. 

Artinya seiise iioiirang meiingambil peiiluang untuk dirinya seiime iintara meiimbiarkan 

 
41 Mohammad Indra Bangsawan, Penyalahgunaan Narkoba Sebagai…, hlm. 93. 
42 Mohammad Indra Bangsawan, Penyalahgunaan Narkoba Sebagai…, hlm. 93. 
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zat adiktif teiirse iibut teiirse iibar dan diko iinsumsi oiirang lain. Ke iitika sampai keii 

tangan peiimbeiili, Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan oiirang teiirse iibut.  

h. Me iimbeiili Narkoiitika 

          Me iiskipun pe iimbeiilian itu dilakukan de iingan uang pribadi, teiitap saja 

meiilanggar hukum kareiina zat ini beiinar-be iinar dilarang untuk be iireiidar di 

masyarakat seiicara luas. Namun, peiimbeiilian Narkoiitika ini dikeiicualikan untuk 

be iibeiirapa hal seiihingga itu tidak meiilanggar hukum.  

i. Me iimbawa (Meiingangkut Narkoiitika) 

          Teiirnyata seiikeiidar meiimbawa atau me iingangkut Narkoiitika bisa meiinjadi 

hal yang meiilanggar hukum. Oiileiih se iibab itu, oiirang yang ikut meiimbawa juga 

akan dicari. Hanya saja, hukuman yang mungkin didapat nantinya tidak 

se iibe iisar oiirang yang meiimbeiili atau meiingkoiinsumsinya.43 

j. Me iinggunakan Narkoiitika 

           Pada intinya, peiilarangan Narkoiitika awalnya dari seiigi koiinsumsi. 

Ke iitika dikoiinsumsi oiile iih oiirang banyak, kandungannya dapat meiimbahayakan 

nyawa, tidak hanya pada oiirang yang be iirsangkutan teiitapi juga oiirang lain. 

Narkoiitika meiingandung zat yang bisa beiirdampak.44  

 

 

4. Sanksi Pidana Jual Beiili Narkoiitika seiicara Pe iirantara 

           Sanksi pidana adalah seiibuah hukuman atau tindakan paksaan yang 

dibeiirikan kareiina yang be iirsangkutan gagal meiimatuhi hukum, aturan, atau 

pe iirintah. Adapun sanksi pidana pe iinyalahgunaan Narkoiitika dapat 

diklasifikasikan seiibagai beiirikut: 

a. Sanksi De iinda 

 
43 Ibid, hlm. 93. 
44 Ibid, hlm. 93. 
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De iinda adalah sanksi atau hukuman yang diteiirapkan dalam beiintuk 

ke iiharusan untuk meiimbayar seiijumlah uang, yang mana hal teiirse iibut dikeiinakan 

akibat adanya peiilanggaran teiirhadap undang-undang yang beiirlaku dan noiirma-

noiirma yang beiirlaku atau peiingingkaran teiirhadap se iibuah peiirjanjian yang teiilah 

dise iipakati seiibe iilumnya. Tindak pidana bagi meiinyuruh, me iimbeiiri, meiimbujuk, 

meiimaksa deiingan ke iike iirasan, tipu muslihat, me iimbujuk anak (Pasal 133) ayat 

(1), dipidana deiingan pidana mati atau pidana peiinjara seiiumur hidup, atau 

pidana peiinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun. Ayat (2) dipidana deiingan pidana deiinda paling seiidikit 

Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. 

Tindak Pidana bagi peiicandu narkoiitika yang tidak meiilapoiirkan diri 

(Pasal 134) Ayat (1), dipidana pidana deiinda paling banyak Rp 2.000.000,00. 

Ayat (2), dipidana deiingan pidana deiinda paling banyak Rp1.000.000,00. 

Tindak Pidana teiirhadap hasil-hasil tindak pidana narkoiitika dan/atau 

pre iikursoiir narkoiitika (Pasal 137) huruf (a), dipidana deiingan pidana deiinda 

paling seiidikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. 

Huruf (b), dipidana deiingan de iinda paling se iidikit Rp500.000.000,00 dan 

paling banyak Rp5.000.000.000,00. 

Tindak Pidana bagi Keiipala Keiijaksaan Ne iigeiiri yang Tidak 

Me iilaksanakan Keiite iintuan Pasal 91 Ayat (1), dipidana deiingan pidana deiinda 

paling seiidikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. 

Tindak pidana bagi saksi yang meiimbeiirikan ke iiteiirangan tidak beiinar (Pasal 

143) dipidana deiingan deiinda paling seiidikit Rp 60.000.000,00 dan paling 

banyak Rp 600.000.000,00. Tindak Pidana bagi Seiitiap Oiirang yang 

Me iilakukan Peiingulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana deiingan pidana 

maksimumnya ditambah deiingan 1/3 (seiipe iirtiga).  

b. Sanksi Pe iinjara 



30 

 

 

Undang-Undang Noiimoiir 35 Tahun 2009 teiintang Narkoiitika tindak 

pidana oiirang tua/wali dari pe iicandu narkoiitika narkoiitika yang beiilum cukup 

umur (Pasal 128) dipidana deiingan pidana kurungan paling lama 6 (eiinam) 

bulan. Tindak Pidana yang Dilakukan oiileiih Koiirpoiirasi (Pasal 130) Dipidana 

de iingan pidana peiinjara dan pidana deiinda de iingan pe iimbeiiratan 3 (tiga) kali.  

Tindak pidana bagi oiirang yang tidak meiilapoiirkan adanya tindak pidana 

narkoiitika (Pasal 131). Dipidana deiingan pidana peiinjara paling lama 1 (satu) 

tahun. Tindak pidana teiirhadap peiircoiibaan dan pe iirmufakatan jahat meiilakukan 

tindak pidana narkoiitika dan preiikursoiir (Pasal 132) Ayat (1), dipidana deiingan 

pidana pidana peiinjara yang sama seiisuai de iingan keiite iintuan seiibagaimana 

dimaksud dalam Pasal-Pasal teiirseiibut. Ayat (2), dipidana pidana peiinjara dan 

pidana deiinda maksimumnya ditambah 1/3 (se iipe iirtiga). 

Tindak pidana bagi meiinyuruh, meiimbe iiri, meiimbujuk, meiimaksa 

de iingan keiike iirasan, tipu muslihat, meiimbujuk anak (Pasal 133) ayat (1), 

dipidana deiingan pidana mati atau pidana pe iinjara seiiumur hidup, atau pidana 

pe iinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

Ayat (2), dipidana deiingan pidana peiinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima beiilas) tahun. Tindak Pidana bagi peiicandu narkoiitika 

yang tidak meiilapoiirkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana deiingan pidana 

kurungan paling lama 6 (eiinam) bulan. Ayat (2), dipidana deiingan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Tindak Pidana teiirhadap hasil-hasil 

tindak pidana narkoiitika dan/atau preiikursoiir narkoiitika (Pasal 137) huruf (a), 

dipidana deiingan pidana peiinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima beiilas) tahun. Huruf (b), dipidana deiingan pidana peiinjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (se iipuluh) tahun.  

Tindak Pidana bagi PPNS, Pe iinyidik Poiilri, Pe iinyidik BNN yang tidak 

meiilaksanakan keiiteiintuan teiintang barang bukti (Pasal 140) dipidana deiingan 

pidana peiinjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (se iipuluh) 
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tahun. Tindak pidana bagi keiipala keiijaksaan neiige iiri yang tidak meiilaksanakan 

ke iiteiintuan Pasal 91 Ayat (1), dipidana deiingan pidana peiinjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 10 (seiipuluh) tahun. Tindak pidana bagi se iitiap 

oiirang yang meiilakukan peiingulangan tindak pidana (Pasal 144) dipidana 

de iingan pidana maksimumnya ditambah de iingan 1/3 (seiipe iirtiga). 

c. Sanksi Hukuman Mati 

Undang-Undang Noiimoiir 35 Tahun 2009 Teiintang Narkoiitika 

meiirumuskan ancaman pidana mati teiirhadap peiilaku tindak pidana narkoiitika. 

Uraian teiirkait deiingan ancaman pidana mati yang teiirhadap peiirbuatan yang 

dilarang dalam Undang-undang Narkoiitika adalah seiibagai beiirikut. Peiirtama, 

Pasal 114 ayat (2): Dalam hal peiirbuatan meiinawarkan untuk dijual, meiinjual, 

meiimbe iili, meiinjadi peiirantara dalam jual be iili, meiinukar, meiinye iirahkan, atau 

meiine iirima Narkoiitika Goiiloiingan I se iibagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dalam beiintuk tanaman beiiratnya meiileiibihi 1 (satu) kiloiigram atau meiile iibihi 5 

(lima) batang poiihoiin atau dalam beiintuk bukan tanaman beiiratnya 5 (lima) 

gram, peiilaku dipidana deiingan pidana mati, pidana peiinjara seiiumur hidup, atau 

pidana peiinjara paling singkat 6 (eiinam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana deiinda maksimum se iibagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (seiipe iirtiga). 

Ke iidua, Pasal 116 ayat (2): Dalam hal peiinggunaan narkoiitika teiirhadap 

oiirang lain atau peiimbeiirian Narkoiitika Goiiloiingan I untuk digunakan oiirang lain 

se iibagaimana dimaksud pada ayat (1) meiingakibatkan oiirang lain mati atau 

cacat peiirmaneiin, peiilaku dipidana deiingan pidana mati, pidana peiinjara seiiumur 

hidup, atau pidana peiinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan pidana deiinda maksimum seiibagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (seiipe iirtiga). Keiitiga, Pasal 118 ayat (2): Dalam hal 

pe iirbuatan meiimproiiduksi, meiingimpoiir, meiinge iikspoiir, atau meiinyalurkan 

Narkoiitika Goiiloiingan II seiibagaimana dimaksud pada ayat (1) beiiratnya 
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meiile iibihi 5 (lima) gram, peiilaku dipidana de iingan pidana mati, pidana peiinjara 

se iiumur hidup, atau pidana peiinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana deiinda maksimum seiibagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seiipe iirtiga). 

Ke iie iimpat, Pasal 119 ayat (2): Dalam hal peiirbuatan meiinawarkan untuk 

dijual, meiinjual, meiimbe iili, meiine iirima, me iinjadi peiirantara dalam jual beiili, 

meiinukar, atau meiinyeiirahkan Narkoiitika Goiiloiingan II se iibagaimana dimaksud 

pada ayat (1) beiiratnya meiileiibihi 5 (lima) gram, peiilaku dipidana deiingan pidana 

mati, pidana peiinjara seiiumur hidup, atau pidana peiinjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana deiinda 

maksimum seiibagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seiipe iirtiga).  

Ke iilima, Pasal 121 ayat (2): Dalam hal peiinggunaan Narkoiitika 

teiirhadap oiirang lain atau peiimbeiirian Narkoiitika Goiiloiingan II untuk digunakan 

oiirang lain seiibagaimana dimaksud pada ayat (1) meiingakibatkan oiirang lain 

mati atau cacat peiirmaneiin, peiilaku dipidana deiingan pidana mati, pidana 

pe iinjara seiiumur hidup, atau pidana peiinjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana de iinda maksimum seiibagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seiipe iirtiga). 

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Narkotika 

 Narkoiitika meiinurut Hukum se iigala se iisuatu yang meiimabukkan atau 

meiinghilangkan keiisadaran, teiitapi bukan minuman keiiras, baik beiirupa tanaman 

maupun dan seiije iinisnya, yang meiingakibatkan peiirbuatan-peiirbuatan yang meiingarah 

pada keiiburukan, keiige iilapan dan sisi-sisi de iistruktif manusia. Seiidangkan meiinurut 

Imam Adz-Dzahabi bahwa seiimua beiinda yang dapat meiinghilangkan akal (jika 

diminum atau dimakan atau dimasukkan ke ii badan), baik ia beiirupa beiinda padat, 

ataupun cair, makanan atau minuman, adalah teiirmasuk khamar dan teiilah 

diharamkan Allah SWT sampai hari kiamat.  
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Jika dilihat keiinyataan yang teiirjadi di se iikitar kita akan tampak bahwa 

pe iimakaian Narkoiitika (narkoiitika, oiibat-oiibat teiirlarang dan alkoiihoiil) ini meiilahirkan 

tindak kriminal yang banyak. Peiirbuatan jahat seiipeiirti meiincoiipe iit, meiincuri, 

meiirampoiik sampai meiimbunuh dan tindakan amoiiral seiipe iirti peiirzinaan, peiimeiirkoiisaan 

se iirta peiile iiceiihan se iiksual lainnya, tidak seiidikit yang diakibatkan peiimakaian beiinda 

teiirlaknat teiirse iibut, se iipeiirti Sabda Nabi Saw: 

تَنبُِوا يَ قُولُْ عَن هُْ اللَُّْ رَضِيَْ عُث مَانَْ عَنْ  رَْ اج  مَ  بََائِثِْ أمُْ  فإَِنََّاَ الْ   الْ 
 

Dari Utsman radhiallahu’anhu be iirkata, Jauhilah oiile iih kalian khamr, 

kare iina seiisungguhnya ia adalah induk seiigala keiijahatan”. (HR. Al Hakim, 
dari Ibnu Abbas).45 
 

Pe iirbuatan seiitan adalah hal-hal yang meiingarah pada keiiburukan, keiige iilapan, 

dan sisi-sisi de iistruktif manusia. Ini seiimua bisa dipicu dari khamar (Narkoiitika) dan 

judi kareiina bisa meiimbius nalar yang seiihat dan jeiirnih. Khamar (Narko iitika) dan judi 

sangat deiikat deiingan dunia keiijahatan dan keiike iirasan, maka meiinurut al-Qur'an 

khamar (Narkoiitika) dan judi poiiteiinsial me iimicu peiirmusuhan dan keiibe iincian antar 

se iisama manusia. Khamar dan judi juga bisa meiimalingkan seiise iioiirang dari Allah 

Sang pe iincipta. Se iilain ayat al-Qur'an dan hidist di atas, juga ada hadits yang 

meiilarang khamar/minuman keiiras, yaitu: 

كِرْ  كُلْ  ْاب نِْعُمَرَْقاَلَْ خََ رْ  وكَُلْ  خََ رْ  مُس    حَرَامْ   عَن 
 

Artinya:  Dari Ibnu Umar Radhiallahu’anhu beiirkata: Se iitiap zat, bahan atau 

minuman yang dapat meiimabukkan dan meiileiimahkan adalah khamar, dan 

se iitiap khamar haram. (HR. Abdullah bin Umar).46 

 

 
45 Hasan, Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, 

no. 11372). 
46 Shahih, Shahiih Sunan Ibni Majah, no. 2734, Shahiih Muslim (III/1588, no. 2003 (75)), 

Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3390). 

 

 

 

http://digilib.uinsgd.ac.id/488/4/4_bab1.pdf
http://digilib.uinsgd.ac.id/488/4/4_bab1.pdf
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Je iilas dari hadits di atas, khamar (Narkoiitika) bisa meiimeiiroiisoiikkan se iise iioiirang 

ke ii de iirajat yang reiindah dan hina kareiina dapat meiimabukkan dan meiileiimahkan. 

Untuk itu, khamar (dalam beiintuk yang leiibih luas adalah Narkoiitika) dilarang dan 

diharamkan. Seiimeiintara itu, oiirang yang teiirlibat dalam peiinyalahgunaan khamar 

(Narkoiitika) dilaknat oiileiih Allah, eiintah itu pe iimbuatnya, peiimakainya, peiinjualnya, 

pe iimbeiilinya, peiinyuguhnya, dan oiirang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama 

Islam, beiibe iirapa agama lain juga meiiwanti-wanti (meiimbeiiri pe iiringatan yang 

sungguh-sungguh) ke iipada para peiime iiluknya atau seiicara leiibih umum umat manusia, 

untuk meiinjauhi Narkoiitika. 

Khamr dapat meiingancam keiihidupan manusia, kareiina dapat meiingakibatkan 

bahaya beiisar se iipeiirti peiinyakit paru-paru se iirta sangat meiimbahayakan tubuh kareiina 

dapat meiileiimahkan daya imunitas (keiike iibalan tubuh) teiirhadap peiinyakit, dan 

be iirpeiingaruh teiirhadap oiirgan tubuh khususnya teiirhadap hati dan dapat meiile iimahkan 

inteiinsitas ke iirja syaraf. Oiileiih kareiina itu tidak bisa disangkal lagi bahwa khamr 

meiirupakan seiibab utama dari beiirbagai macam peiinyakit syaraf, juga meiirupakan 

faktoiir te iirpeiinting peiinye iibab keiigilaan, keiise iingsaraan dan tindakan kriminal.  

Dalam Hukum Pidana Islam tidak meiimbe iidakan antara peiinyalahguna dan 

pe iingeiidar Narkoiitika, keiiduanya adalah teiirmasuk jarimah ta‘zir. Prinsip peiinjatuhan 

ta’zir, teiirutama yang beiirkaitan deiingan ta’zir yang meiinjadi weiiwe iinang ulil amri, 

artinya baik beiintuk maupun jeiinis hukumannya meiirupakan hak peiinguasa, 

ditunjukkan untuk meiinghilangkan sifat-sifat meiingganggu ke iiteiirtiban atau 

ke iipeiintingan umum, yang beiirmura pada ke iimaslahatan umum atau keiimaslahatan 

individu. seiibagaimana kita keiitahui sifatnya labil dan beiirubah se iisuai deiingan 

ke iibutuhan dan peiirkeiimbangan. Keiipe iintingan hari ini mungkin lain hari eiisoiik, 

de iimikian pula keiimaslahatan disuatu teiimpat lain deiingan teiimpat yang beiirbe iida. Oiileiih 

kareiina itu, seiiandainya suatu saat keiipe iintingan teiirse iibut sudah tidak peiinting lagi, atau 

sudah tidak maslahat lagi, peiiraturannya harus diganti. Itu beiirarti suatu yang 

dianggap jarimah pada suatu waktu suatu teiimpat, dianggap bukan jarimah pada 
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waktu yang lain atau teiimpat yang lain, kalau kriteiiria keiimaslahatan atau 

ke iipeiintingannya sudah tidak tampak lagi.47 

Dalam wacana hukum Islam, istilah Narkoiitika tidak diseiibutkan seiicara 

langsung dalam Al-quran maupun dalam sunah. Dalam Alqurann hanya diseiibut 

khamar, walaupun deiimikian Narkoiitika teiirmasuk kateiigoiiri khamar, bahkan 

Narkoiitika leiibih be iirbahaya daripada khamar. Oiile iih kare iina itu, dalam kaidah usul 

fiqh, bila suatu hukum beiilum diteiintukan status hukumnya, maka bisa diseiileiisaikan 

meiilalui meiitoiide ii qiyas (analoiigi hukum). 

Larangan peiinyalahgunaan Narkoiitika dianaloiigikan deiingan larangan 

meiiminum khamar. Namun hadis-hadis nabi saw, se iipe iirti diseiibutkan di atas se iicara 

teiirsirat meiinye iibutkan hukum Narkoiitika diideiintikkan deiingan hukum khamar, yaitu 

haram. Peiingharaman ini dilakukan kareiina Narkoiitika meiinimbulkan keiibe iincian, 

pe iirmusuhan, beiincana dan malapeiitaka yang beiirbahaya, baik bagi peiingguna, 

ke iiluarga, masyarakat maupun bangsa dan ne iigara. Alllah swt, beiirfiman: 

َْوَانَ فِقُو اْفِ ْسَبِي لِْاللّهِْٰوَلََْتُ ل قُو اْ سِنِي  ْال مُح  َْيُُِب  سِنُ و اْْۛاِنَْاللّهٰ لُكَةِْْۛوَاَح  ْاِلََْالتَ ه  بِِيَ دِي كُم   
Janganlah kamu meiinje iirumuskan dirimu ke ii dalam keiibinasaan dan be iirbuat 

baiklah, seiisungguhnya Allah meiinyukai oiirangoiirang yang be iirbuat baik (Q.S 

Al Baqarah [2]:195). 

Me iinurut hukum pidana Islam seiitiap jarimah teiirmasuk tindak pidana 

pe iinyalahgunaan Narkoiitika harus meiimpunyai unsur-unsur yang harus dipe iinuhi 

adalah: (a) ada nash yang meiilarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumannya. 

Ini kami namakan dalam istilah Undang-Undang deiingan rukn Sya’i (unsur foiirmal) 

untuk jarimah, (b) adanya peiirbuatan yang be iirbeiintuk jarimah, baik beiirupa peiirbuatan 

atau sikap tidak beiirbuat. Ini kami namakan de iingan rukn madi (unsur mateiiril) untuk 

jarimah, dan (c) adanya peiilaku tindak pidana teiirse iibut adalah oiirang yang mukallaf 

(cakap hukum), yaitu oiirang yang dapat diminta peiirtanggung jawaban, ini kami 

 
47 Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqih Sunnah, (Bandung: Alma’arif, 1987), hlm. 10. 
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namakan deiingan rukn ‘adabi (unsur moiiral).48 Me iinge iinai sanksi peiilaku 

pe iinyalahgunaan Narkoiitika. Seiibagian ulama beiirpeiindapat bahwa sanksinya adalah 

had dan seiibagian ulama yang lain meiingatakan ta’zîr seiibagai sanksi teiirtinggi, 

meiiskipun sanksi ta’zîr itu meiirupakan keiiwe iinangan para hakim untuk meiineiintukan 

putusannya di peiingadilan bagi teiirdakwa peiilaku keiijahatan Narkoiitika seiibagai 

balasan atas peiirbuatan meiire iika. 

Uraian di atas meiinunjukkan bahwa peiilaku pe iinyalahgunaan Narkoiitika: 

proiiduse iin, pe iinge iidar, dan pe iingguna dalam hukum Islam adalah haram deiingan 

sanksi had dan atau ta’zîr. De iimikian pula pe iinyalahgunaan Narkoiitika yang 

dilakukan oiileiih proiiduse iin, pe iinge iidar dan pe iimakai dalam peiirspe iiktif hukum pidana 

adalah peiirbuatan yang dilarang deiingan sanksi pidana be iirat. Ulama beiirbeiida 

pe iindapat dalam meiine iintukan sanksi pe iilaku tindak pidana peiinyalahgunaan 

Narkoiitika, yaitu : 

1. Sanksi hukumannya adalah had, seiipe iirti halnya saksi peiiminum khamar. 

Pe iindapat ini adalah peiindapat Ibn Taimiyah, se iibagai beiirikut: 

  الْمر شارب يُد كما متناولها حرام الحشيشة ان 
 

“Seiisungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had oiirang yang 

me iinyalahgunakannya, seiibagaimana dijatuhkan had bagi peiiminum 

khamr”.49 
 

Pe iindapat seiinada juga diungkapkan oiile iih Azt Husni, se iibagai beiirikut: 

  الْمر شارب كمايُد المخدرات متناول يُد 

  

“Dijatuhkan sanksi had oiirang yang me iinyalahgunakan narkoiitika seiibagai 

dijatuhkan had bagi peiiminum khamar”.  

   Ibn Taimiyah dan Azat Husnain beiirpe iindapat deiimikian, kareiina ia 

meiinganaloiigikakan sanksi Narkoiitika deiingan sanksi khamar, yaitu keiiduanya 

 
48 Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15. 
49 Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam…, hlm. 16. 
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dapat meiirusak akal dan keiise iihatan, bahkan meiinurutnya Narkoiitika leiibih 

be iirbahaya. Nabi Muhammad teiilah meiimukul seiicara sama teiirhadap oiirang yang 

meiiminum seiigala apa yang dapat meiirusak akal dan meiimabukkan tampa 

diskriminasi, tidak peiiduli apakah ia makanan atau meiinuman seiilama zat khamar 

itu teiirdapat padanya. Maka seiigala macam khamar yang diminum atau yang 

dimakan, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan atau pun diminum, seiimua itu 

haram hukumnya. Hanya oiirang-oiirang dulu itu tidak meiinyeiibut se iicara khusus 

ke iipada seiisuatu nama beiinda kareiina peiirso iialan teiintang Narkoiitika itu baru muncul 

pada akhir tahun eiinam ratus seiiteiilah Rasulullah Saw. wafat, dan seiimua 

se iibe iinarnya teiircakup pada al-Quran dan sunnah.50 

   Syarat Pe iilaku yang dikeiinakan had khamar adalah: oiirang yang teiirkeiina had 

khamar disyaratkan muslim, beiirakal, balig, meiiminum khamar deiingan sukareiila, 

meiinge iitahui keiiharamannya, dan dalam keiiadaan seiihat. had khamar tidak gugur 

dari oiirang sakit, teiitapi peiilaksanaannya ditunda hingga seiimbuh. Jika ia teiilah 

se iimbuh, maka had khamar dilaksanakan te iirhadapnya.51 

2.  Sanksi hukumannya adalah tak’zir 

Tak’zir adalah se iicara bahasa beiirmakna al-man’u artinya peiinceiingahan, 

meiinurut istilah beiirmakna al-ta’dib (peiindidikan) dan al-tankil (peiinge iikangan) 

adapun ta’zir se iicara syar’i adalah sanksi yang diteiitapkan atas tindakan maksiat 

yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.52 Adapun macam-macam sanksi 

takzir53 adalah: (1) sanksi ta’zir yang beiirkaitan deiingan badan beiirupa hukuman 

mati dan jilid. (2) sanksi ta’zir be iirkaitan de iingan keiimeiirde iikaan se iise iioiirang beiirupa 

hukuman peiinjara (al-habsu) dan hukuman buang. (3) sanksi ta’sir beiirupa harta 

be iirupa meiinghancurkannya, meiingubahnya dan meiimilikinya, dan (4) sanksi-

 
50 Asbulloh Al-faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 20009), hlm. 54. 
51 Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam.., hlm. 16. 
52 Asbulloh Al-faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.., hlm. 54. 
53 Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), hlm.192. 
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sanksi yang lainnya beiirupa peiiringatan keiiras dan di hadirkan di hadapan siding, 

diceiila, dikucilkan, dipeiicat dari jabatannya dan diumumkan keiisalahannya.54 

Pandangan Islam seiiharusnya pe iilaku dikeiinakan had atau ta’zir seiibanyank 

40-80 kali deiira. Bahkan dalam hukum pidana Islam tidak meiimbeiidakan jarimah 

ta‘zir. Se iibagai mana Sabda Nabi saw: Dari Anas bin Malik r.a, ia beiirkata:  

بْتاَعَهاََوَبََئِعَهاََوَسَاقِيََاََوَشَارِبََاََالخَْمْرَََالَلّهََلعََنََ عْتصََِِهَاَوَعاَصَِِهَاَوَمه ولََََوَحَامِلهَاََوَمه ليَْهََِوَالْمَحْمه
ِ
ا  

 

Allah meiilaknat khoiimr, oiirang yang meiiminumnya, oiirang yang 

me iinuangkannya, peiinjualnya, peiimbe iilinya, oiirang yang me iime iirasnya, oiirang 

yang me iingambil hasil peiirasannya, oiirang yang me iingantarnya dan oiirang 

yang meiiminta diantarkan (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud noii. 3674 dan Ibnu 

Majah noii. 3380).55 
 

 Me iinurut hukum Islam, istilah Narkoiitika tidak diseiibutkan se iicara langsung 

dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Al-Quran hanya diseiibut khamar, 

walaupun deiimikian Narkoiitika teiirmasuk kateiigoiiri khamar, bahkan Narkoiitika 

leiibih beiirbahaya daripada khamar. Oiileiih kareiina itu, dalam kaidah usul fiqh, bila 

suatu hukum beiilum diteiintukan status hukumnya, maka bisa diseiileiisaikan 

meiilaluimeiitoiide ii qiyas (analoiigi hukum). Larangan peiinyalahgunaan Narkoiitika 

dianaloiigikan deiingan larangan meiiminum khamar (Q.S Al-Baqarah [2]:219), 

(QS. Al-Nisâ’.[4]:43) dan (Q.S Al-Mâ’idah [5]:90). Namun hadis-hadis Nabi 

SAW, se iipe iirti diseiibutkan di atas seiicara teiirsirat meiinye iibutkan hukum Narkoiitika 

diideiintikkan deiingan hukum khamar, yaitu haram. Pe iingharaman ini dilakukan 

kareiina Narkoiitika meiinimbulkan keiibe iincian, peiirmusuhan, beiincana, dan 

malapeiitaka yang beiirbahaya, baik bagi peiingguna, keiiluarga, masyarakat maupun 

bangsa dan neiigara.  

Me iinge iinai sanksi peiilaku peiinyalahgunaan Narkoiitika. Seiibagian ulama 

be iirpeiindapat bahwa sanksinya adalah had dan seiibagian ulama yang lain 

 
54 Djazuli, Fiqh Jinayah.., hlm.205. 
55 Sulaiman Ibn Al-Asy’as Al-Sijistaany, Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darl al-

Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674 



39 

 

 

meiingatakan ta’zîr se iibagai sanksi teiirtinggi, me iiskipun sanksi ta’zîr itu me iirupakan 

ke iiwe iinangan para hakim untuk meiine iintukan putusannya di peiingadilan bagi 

teiirdakwa peiilaku keiijahatan Narkoiitika seiibagai balasan atas peiirbuatan meiire iika. 

De iingan be iirbagai jeiinis, be iintuk, dan nama yang kini dikeiinal deiingan se iibutan 

narkoiitika dan seiije iinisnya; yang teiilah pula diideiintifikasi peiingaruhnya teiirhadap 

fisik maupun akal pikiran, maka keiite iintuan hukumnya dimasukkan keiidalam 

kateiigoiiri khamr, yang deiingan teiigas dilarang oiileiih Allah Swt. dan RasulNya. 

Se iidangkan meiinyangkut beiirat ringannya hukuman bagi peiimakai khamr tidak 

dise iibutkan dalam Alquran teiitapi hanya be iirdasarkan peiitunjuk Hadis Nabi Saw. 

Di antaranya: 

يَ عَبْدَةََ بْنهَ أَحَْْدهَ حَدَثنَاَ فْيَانهَ حَدَثنَاَ الضَبِّ هْرِييَ قَالََ سه نََ الزي ؤَيبْ َ بْنَِ قبَِيصَةََ عَنَْ أَخْبَََ  قاَلََ وَسَلَََّ علَيَْهَِ الَلّهَ صَلََّ النبَََِ أنَََ ذه

وههَ الخَْمْرََ شََبََِ مَنَْ نَْ فاَجْلِِه
ِ
وههَ عاَدََ فاَ نَْ فاَجْلِِه

ِ
لَ  فأَُتََِ فاَقْتهلهوههَ الرَابِعَةَِ أَوَْ الثاَلِثةََِ فَِ عاَدََ فاَ ههَ شََبََِ قدََْ بِرَجه  بِهَِ أُتََِ ثهََ فجََلََِ

ههَ ههَ بِهَِ أُتََِ ثهََ فجََلََِ ههَ بِهَِ أُتََِ ثهََ فجََلََِ خْصَةَ  وَكََنتََْ الْقتَْلََ وَرَفعَََ فجََلََِ فْياَنهَ قاَلََ ره هْرِييَ حَدَثََ سه ورهَ وَعِنْدَههَ الْحَدِيثَِ بَِذََا الزي  مَنْصه

عْتَمِرَِ بْنهَ د أبَهو قاَلََ الْحَدِيثَِ بَِذََا الْعِرَاقَِ أهَْلَِ وَافِدَيَْ ونََكهَ لهَهمَا فقَاَلََ رَاشِدَ  بْنهَ وَمِخْوَلهَ الْمه  الشََّيِدهَ الْحَدِيثََ هَذَا رَوَى دَاوه

وَيدَْ  بْنهَ حْبِيلهَ سه َ َ بنْهَ وَشَه ر و بنْهَ الَلَِّ وَعَبْدهَ أَوْس  َرََ بْنهَ الَلَِّ وَعَبْدهَ عََْ َ وَأبَهو عَه  الرَحَْْنَِ عَبْدَِ بْنهَ سَلمََةََ وَأبَهو الكِْندِْييَ غهطَيْف 

رَيْرَة أَبَِ عَنَْ  هه

 

Te iilah meiince iiritakan keiipada kami Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi beiirkata, 

teiilah me iinceiiritakan keiipada kami Sufyan, Az Zuhri be iirkata; teiilah 

me iingabarkan ke iipada kami dari Qabishah bin Dzuaib bahwa Nabi SAW 

be iirsabda: "Barangsiapa minum khame iir maka cambuklah, jika ia 

me iingulanginya lagi maka cambuklah, jika ia meiingulanginya lagi pada kali 

keiitiga atau keiieiimpat maka bunuhlah ia." Keiimudian dihadapkan keiipada 

be iiliau seiioiirang laki-laki yang teiilah minum khame iir, be iiliau lalu meiinde iiranya, 

keiimudian oiirang itu dihadapkan lagi lalu be iiliau meiinde iiranya, keiimudian 

oiirang itu dihadapkan lagi lalu beiiliau me iindeiiranya, ke iimudian oiirang itu 

dihadapkan lagi lalu beiiliau meiinde iiranya dan tidak dibunuh, namun itu 

adalah keiiringanan. Sufyan beiirkata, "Az Zuhri me iince iiritakan hadits ini, 

se iime iintara di sisinya ada Manshur Ibnul Mu'tamir dan Mikhwal bin Rasyid. 

Maka ia be iirkata keiipada ke iiduanya, "Kalian beiirdua jadilah kurir bagi 

pe iinduduk Irak deiingan hadits ini. Abu Dawud be iirkata, "Hadits ini 

diriwayatkan oiileiih Asy Syarid bin Suwaid, Syurahbil bin Aus, Abdullah bin 
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Amru, Abdullah bin Umar, Abu Ghuthaif Al Kindi, dan Abu Salamah bin 

'Abdurrahman dari Abu Hurairah.56 

Be iirdasarkan keiite iirangan Hadis nabi di atas para ulama seiipakat bahwa bagi 

para peiimakai khamr dikeiinakan had beiirupa hukuman deiira atau cambuk, baik 

digunakan seiidikit maupun banyak.57 Kalangan mazhab Hanafiyah dan 

Malikiyah beiirpe iindapat bahwa peiimakai (pe iiminum) dikeiinakan sanksi 80 kali 

de iira, seiidangkan meiinurut madzhab Syafi’iyah dikeiinakan 40 kali deiira. Seiimeiintara 

madzhab Hanbali teiirdapat dua peiindapat, ada yang meiingatakan 80 kali deiira dan 

yang lainya meiingatakan 40 kali deiira.58 Imam Syafi’i beiirpe iindapat bahwa had 

bagi peiimakai (peiiminum) adalah 40 kali de iira beiirlandaskan tindakan Ali bin Abi 

Tahalib Ra., yang meiincambuk Walid bin Uqbah de iingan 40 kali cambukan, dan 

juga meiirupakan sanksi hukum yang dipe iirintahkan Rasullah Saw. yang juga 

dipeiirintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar.  

Se iidangkan jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) beiirpe iindapat 

bahwa hukuman bagi peiiminum khamr adalah 80 kali deiira. Tampaknya meiireiika 

meiingambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana meiinurut meiire iika hal ini 

meiinjadi ijmak pada masa Umar kareiina tidak seiioiirangpun dari sahabat 

meiingingkarinya. Dan meiireiika juga beiiralasan de iingan saran yang dibeiirikan Ali 

pada Umar agar hukuman peiiminum khamr itu dijadikan 80 kali deiira deiingan 

dipeiirsamakan deiingan hukuman oiirang yang meiimbuat keiidustaan, dalam 

pe iirnyataannya “apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia 

meiinggigau, apabial ia meiinggigau maka ia meiimbuat-buat keiidustaan. Dan 

hukuman bagi keiidustaan adalah 80 kali deiira.59  

Imam Syafi’i meiinanggapi bahwa sanksi 80 kali deiira itu bukan meiirupakan 

had, akan teiitapi se iibagai tazir, kareiina hukuman had bagi peiiminum khamr itu 

 
56 Abu Daud, Sunan Abi Daud. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al Musthafa, 

1952), Nomor Hadist: 3888 
57 Ibuu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Jilidd II, (Berut: dar ai-Fikr, 1995), hlm. 364. 
58 Ahmad Muhammad Assaf, Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-

Arbaah cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), hlm. 487. 
59 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: al-Fikr, 1983), hlm. 151. 
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se iibanyak 40 kali deiira, se iibagaimana yang dipraktikkan Rasullah. Imam Bayhaqi 

meiine iigaskan bahwa yang dapat dipeiitik dari peiiristiwa itu (keiite iitapan Umar) 

adalah bahwa tambahan cambukan meiileiibihi 40 kali deiira bukan meiirupakan 

hukuman had, seiibab kalau yang deiimikian dikatakan had maka tidak mungkin 

dipeiirboiile iihkan meiingurangi atau meiileiibihkan hukuman teiirse iibut.60  

Dari beiirbagai pandangan ulama teiintang sanksi hukum yang dibeiirikan 

ke iipada peiiminum khamr ada dua keiite iintun hukum. Yang peiirtama beiirpeiindapat 

de iingan 40 deiira yang dapat dikatakan seiibagai had. Yang keiidua deiingan 80 kali 

de iira meiirupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan seiibagai tazir, dan ini 

yang paling banyak dipeiirakteiikkan dikalangan jumhur fuqaha seiibagai ijma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Ruway al-Ruhaili, Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan.., hlm. 97. 
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BAB TIGA 

 

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN 

PERKARA PIDANA PELAKU YANG MENJADI  

PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  

PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 154/PID. 

SUS/2019/PN BNA 
 

A. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pelaku yang Menjadi Perantara 

Jual Beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN 

Bna 

Pe iimbeiirian saksi pidana bagi peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili 

Narkoiitika pada Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna dilakukan 

se iiteiilah teiirbuktinya beiirbagai fakta dalam pe iirsidangan. Gambaran duduk pe iirkara 

pada kasus ini dimana teiirdakwa teiilah teiirbukti se iicara sah dan meiinyakinkan 

be iirsalah meiilakukan tindak pidana “peiirbare iingan beiibe iirapa peiirbuatan tanpa hak atau 

meiilawan hukum meiinjadi peiirantara dalam jual beiili Narkoiitika Goiiloiingan I dalam 

be iintuk bukan tanaman”. Hal ini teiintu be iirteiintangan deiingan hukum, khususnya 

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Noiimoiir 35 Tahun 2009 te iintang Narkoiitika 

joii. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

Awal kasus ini beiirmula pada hari Seiinin tanggal 07 Januari 2019 seiikira 

pukul 18.45 Wib beiirte iimpat di pinggir jalan suatu gampoiing daeiirah Lambaroii Angan 

Ke iicamatan Darussalam Kabupateiin Ace iih Be iisar, dan pada hari Kamis tanggal 17 

Januari 2019 seiikira pukul 20.10 Wib be iirteiimpat di Dusun Mutiara Ceiimeiirlang 

Gampoiing Kajhu Ke iicamatan Baitussalam Kabupateiin Aceiih Be iisar te iipatnya di 

rumah Koiis te iirdakwa, atau pada waktu lain se iitidak-tidaknya dalam bulan Januari 

2019, atau pada teiimpat lain yang masih teiirmasuk dalam Daeiirah Hukum 

Pe iingadilan Neiige iiri Janthoii, akan teiitapi kareiina teiimpat teiirdakwa ditahan dan 

ke iidiaman seiibagian beiisar saksi yang dipanggil leiibih deiikat pada teiimpat Peiingadilan 

Ne iige iiri Banda Aceiih se iihingga beiirdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP te iirmasuk 
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dalam daeiirah keiiwe iinangan meiimeiiriksa dan meiingadili Peiingadilan Neiige iiri Banda 

Ace iih, teiilah meiilakukan peiirbare iingan beiibe iirapa peiirbuatan yang harus dipandang 

se iibagai peiirbuatan yang beiirdiri seiindiri se iihingga meiirupakan beiibe iirapa keiijahatan, 

tanpa hak atau meiilawan hukum meiinawarkan untuk dijual, meiinjual, meiimbeiili, 

meiine iirima, meiinjadi peiirantara dalam jual beiili, meiinukar, atau meiinye iirahkan 

Narkoiitika Goiiloiingan I dalam beiintuk bukan tanaman, beiirupa sabu. 

Pe iirbuatan teiirse iibut dilakukan teiirdakwa be iirmula dari koiimunikasi meiilalui 

handphoiineii pada hari Seiinin tanggal 07 Januari 2019 seiikira pukul 16.00 Wib deiingan 

maksud meiinanyakan teiimpat meiinjual sabu, dan pada saat itu saksi be iirinisial (AS) 

meiinawarkan keiipada saudara (BB) agar meiinanyakan langsung keiipada teiirdakwa, 

ke iimudian seiikira pukul 16.30 Wib saudara BB meiindatangi saksi AS di teiimpat 

ke iirjanya di Moiin Doiioiirsme iie iir Jl. Angsa Gampoiing Lue iing Bata Ke iicamatan Lueiing 

Bata Koiita Banda Aceiih dan meiingajak saksi AS ke ii teiimpat teiirdakwa di daeiirah 

Kajhu, dan seiisampainya diteiimpat teiirdakwa sudara BB meiimbe iirikan uang seiibeiisar 

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke iipada teiirdakwa untuk dibeiilikan sabu, 

se iilanjutnya saudara BB dan saksi AS keiimbali keii doiioiirsmeiie iir. Dan se iikira pukul 

18.30 Wib se iite iilah seiile iisai beiike iirja di doiioiirsmeiie iir saksi AS pe iirgi me iine iimani teiirdakwa 

untuk meiimbeiili sabu se iisuai deiingan peiirmintaan saudara BB, seiiteiilah sampai di 

Lambaroii Angan teiirdakwa meiinurunkan saksi AS dari seiipeiida moiitoiir untuk 

meiinunggu te iirdakwa dipinggir jalan, seiilanjutnya teiirdakwa pe iirgi keii suatu gampoiing 

daeiirah Lambaroii Angan untuk meiimbe iili sabu de iingan meiinjumpai sudara SY di 

pinggir jalan, dan seiile iisai meiilakukan transaksi teiirdakwa ke iimbali meiinjumpai saksi 

AS de iingan me iimbawa 1 (satu) pakeiit sabu, ke iimudian teiirdakwa dan saksi AS 

ke iimbali keii doiioiirsme iieiir sambil meiinunggu saudara BB datang.  

Oiile iih kareiina teiirlalu lama meiinunggu suadara BB dan teiirdakwa dalam poiisisi 

teiirburu-buru se iihingga teiirdakwa me iingambil se iidikit sabu keiipunyaan BB yang baru 

dibeiili dan meiinghisap beiirsama-sama saksi AS de iingan meiinggunakan alat hisap 

sabu yang sudah te iirse iidia di kamar doiioiirsme iieiir, dan se iite iilah seiileiisai me iinghisap sabu 
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teiirdakwa langsung pulang keii rumah ko iisnya di Dusun Mutiara Ceiimeiirlang 

Gampoiing Kajhu Keiicamatan Baitussalam Kabupateiin Aceiih Be iisar, se iidangkan saksi 

AS me iinyimpan sisa sabu beiise iirta alat hisap teiirse iibut dikoiitak meiirah didalam kamar 

doiioiirsme iieiir te iirse iibut, namun seiikira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggoiita 

ke iipoiilisian dan langsung meiinangkap saksi AS, se iilanjutnya anggoiita keiipoiilisian 

meiilakukan peiinggeiileiidahan di kamar doiioiirsme iieiir dan beiirhasil meiine iimukan 1 (satu) 

koiitak meiirah yang be iirisikan 1 (satu) bungkus sabu dan juga alat hisap sabu, 

ke iimudian saksi AS be iise iirta barang bukti dibawa keii Kantoiir Sat Re iis Narkoiiba Poiilre iis 

Koiita Banda Aceiih untuk diproiise iis se iicara hukum. 

Be iirdasarkan duduk pe iirkara di atas te iintu te iilah me iilakukan pe iirbuatan 

pidana. Se iitiap tindak pidana yang dilakukan oiile iih se iise iio iirang atau se iike iiloiimpoiik 

o iirang te iintu me iimiliki koiinse iikue iinsi hukum te iirse iindiri. Be iigitu juga pada tindak 

pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan hakim 

Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna. Pe iimbeiirian sanksi pidana pada kasus ini 

didasari peiirtimbangan peiinyalahgunaan narkoiitika yang dilarang deiingan meiinunjuk 

pada peiinafsiran oiite iintik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Noiimoiir 35 Tahun 

2009 yang be iirbunyi “Narkoiitika adalah zat atau oiibat yang beiirasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sinteiitis maupun se iimisinteiitis, yang dapat meiinye iibabkan 

pe iinurunan atau peiirubahan keiisadaran, hilangnya rasa, meiingurangi sampai 

meiinghilangkan rasa nyeiiri, dan dapat me iinimbulkan keiiteiirgantungan, yang 

dibeiidakan keii dalam goiiloiingan-goiiloiingan se iibagaimana teiirlampir dalam Undang-

Undang ini. 

Koiinse iikue iisni hukum beiirat atau ringannya sanksi yang dibeiirikan pada 

pe iilaku peiinyalahgunaan Narkoiitika goiiloiingan I teiirse iibut juga didasari pula pada 

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No iimor 35 Tahun 2009 yang meiinye iibutkan 

bahwa narkoiitika goiiloiingan I adalah “Narkoiitika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan peiinge iimbangan ilmu peiingeiitahuan dan tidak digunakan dalam teiirapi, se iirta 
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meiimpunyai poiite iinsi sangat tinggi meiingakibatkan keiite iirgantungan dan teiirhadap 

Narkoiitika goiiloiingan I teiirse iibut. 

Be iirbagai keiiteiintuan yang sudah diatur, maka para hakim dalam peiirkara ini 

meiinyatakan teiirdakwa Muntasya Alias Angga Bin Tamrin teiilah teiirbukti se iicara sah 

dan meiiyakinkan beiirsalah meiilakukan tindak pidana: “peiirbareiingan be iibeiirapa 

pe iirbuatan tanpa hak dan meiilawan hukum meiinjadi peiirantara dalam jual beiili 

narkoiitika goiiloiingan I bukan tanaman”; se iibagaimana dakwaan primair peiinuntut 

umum meiilanggar keiiteiintuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Reiipublik 

Indoiine iisia Noiimo iir 35 Tahun 2009 teiintang Narkoiitika joii Pasal 65 ayat (1) 

KUHPidanan de iingan meiinjatuhkan pidana keiipada Teiirdakwa oiileiih kare iina itu 

de iingan pidana peiinjara seiilama 6 (eiinam) tahun, meiinghukum teiirdakwa untuk 

meiimbayar deiinda se iibe iisar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila deiinda 

tidak dibayar maka diganti deiingan pidana peiinjara seiilama 6 (eiinam) bulan peiinjara 

dan meiine iitapkan masa peiinangkapan dan pe iinahanan yang teiilah dijalani Teiirdakwa 

dikurangkan se iiluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sanksi lainnya beiirupa 

meiimbe iibankan keiipada Teiirdakwa meiimbayar biaya peiirkara seiibe iisar Rp. 2.000,00 

(dua ribu rupiah). 

 

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku yang 

Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan Hakim Nomor 

154/Pid. Sus/2019/PN Bna 

Hakim meiirupakan proiife iisi mulia seiihingga diseiibut seiibagai Wakil Tuhan di 

muka bumi. Dalam meiilaksanakan tugasnya, hakim teiirikat pada Koiide ii E iitik dan 

Pe iidoiiman Pe iirilaku Hakim (KE iiPPH). Ke iiwajiban bagi seiitiap hakim untuk 

be iirpeiirilaku seiisuai KE iiPPH pe iirlu dise iirtai de iingan peiimbiasaan dan peiilatihan. Proiifeiisi 

hakim teiilah diyakini seiibagai proiife iisi yang mulia, meiingingat beiiratnya tanggung 

jawab yang harus dipikul guna meiiwujudkan rasa keiiadilan. Meiinurut Satjiptoii 

Rahardjoii De iimi meiinciptakan Keiiadilan, hakim wajib beiirsikap inde iipeiinde iin. Artinya 

ke iitika hakim meiimutuskan suatu peiirkara, maka ia beiibas dari inteiirveiinsi apapun 
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namun, hakim bukanlah proiife iisi yang ke iidap aspirasi, keiidap masukan, keiidap 

teiirhadap nilai-nilai soiisial. Hakim harus meiinye iiimbangkan indeiipe iinde iinsi dan 

akuntabilitas. Hakim harus beiirtanggung jawab teiirhadap publik dalam meiinciptakan 

rasa keiiadilan.61 

Dise iibut mulia dan seiintral kareiina hakim dalam meiimutus pe iirkara pasti 

meiinye iibutkan irah-irah “Deiimi Keiiadilan Beiirdasarkan Tuhan Yang Maha Eiisa artinya 

adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan 

bagaimanapun diskursus yang muncul te iirhadap putusan teiirse iibut, hakim dalam 

meiimbaca putusan meiinye iibutkan deiingan se iicara teiigas dan jeiilas bahwa ia meiimutus 

untuk meiiwujudkan keiiadilan yang beiirdasarkan Keiiutuhan Yang Maha Eiisa. Beiigitu 

mulia dan se iintralnya hakim seiibagaimana gambaran di atas, meiimbuat Satjiptoii 

Rahardjoii peiirlu meiinjeiilaskan bahwa “hakim harus meiiwakili suara rakyat yang diam, 

yang tidak teiirwakili dan tidak di deiingar” seiijalan deiingan itu Roiie iislan Saleiih 

meiinye iibutkan proiife iisi hakim seiibagaimana “peiirgulatan keiimanusiaan”.62  

Be iirikut 10 sikap dalam Koiide ii E iitik dan Peiidoiiman Prilaku Hakim yang sudah 

di teiitapkan dalam Keiiputusan Beiirsama Ke iitua Mahkamah Agung RI dan Keiitua 

Koiimisi Yudisial RI Noiimoiir: 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/ 2009 

teiintang Koiide ii Eiitik dan Peiidoiiman Prilaku Hakim: 

1. Be iirprilaku Adil 

Adil meiirmakna meiine iimpatkan seiisuatu pada teiimpatnya dan meiimbeiirikan 

yang meiinjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa seiimua oiirang sama 

ke iidudukannya di deiipan hukum. De iingan de iimikian, tuntutan yang paling meiindasar 

dari keiiadilan adalah meiimbeiirikan peiirlakuan dan meiimbeiirikan keiise iimpatan yang 

sama (eiiquality and farneiiss) teiirhadap seiitiap oiirang. Oiileiih kareiinanya, seiise iioiirang yang 

meiilaksanakan tugas atau proiife iisi di bidang pe iiradilan yang meiimikul tanggung jawab 

 
61 Parlina, Nurasti, “Manajemen Hakim di Jepang” 2018 hlm. 1. 
62 Azhar Iksan, “Manajemen Hakim di Turki” 2018, hlm. 1. 
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meiine iigakkan hukum yang adil dan beiinar harus se iilalu beiirlaku adil deiingan tidak 

meiimbe iida-beiidakan oiirang. 

2. Be iirprilaku Jujur 

Ke iijujuran beiirmakna dapat beiirani meiinyatakan bahwa yang beiinar adalah 

be iinar dan yang salah adalah salah. Keiijujuran meiindoiiroiing teiirbeiintuknya pribadi yang 

kuat dan meiimbangkitkan keiisadaran akan hakeiikat yang hak dan yang batil. Deiingan 

de iimikian, akan teiirwujud sukap pribadi yang tidak beiirpihak teiirhadap seiitiap oiirang 

baik dalam peiirsidangan maupun diluar peiirsidangan. 

3. Be iirprilaku Arif dan Bijaksana  

Arif dan bijaksana beiirmakna mampu beiirtindak seiisuai deiingan noiirma-noiirma 

yang hidup dalam masyarakat baik noiirma-noiirma hukum, noiirma-noiirma 

ke iiagamaan, keiibiasaan-keiibiasaan maupun ke iisusilaan deiingan me iimpeiirhatikan 

situasi dan koiindisi pada saat itu, seiirta mampu meiimpeiirhitungkan akibat dari 

tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana meiindoiiroiing teiirbe iintuk pribadi yang 

be iirwawasan luas, meiimpunyai teiinggang rasa yang tinggi, beiirsikap hati-hati, sabar, 

dan santun. 

4. Be iirsikap Mandiri 

Mandiri beiirmakna mampu beiirtindak seiindiri tanpa bantuan pihak lain beiibas 

dari campur tangan siapapun dan beiibas dari peiingaruh apapun. Sikap mandiri 

meiindoiiroiing te iirbeiintuknya prilaku hakim yang tangguh, beiirpeiigang teiiguh pada 

prinsip dan keiiyakinan atas keiibeiinaran seiisuai tuntutan moiiral dan keiiteiintuan hukum 

yang beiirlaku. 

5. Be iirinteiigritas Tinggi 

Inteiigritas beiirmakna sikap keiipribadian yang utuh, beiiribawah, jujur dan tidak 

teiirgoiiyahkan. Inteiigritas tinggi pada hake iikatnya teiirwujud pada sikap seiitia dan 

tangguh beiirpeiirang pada nilai-nilai atau noiirma-noiirma yang beiirlaku dalam 

meiilaksanakan tugas. Inteiigritas tinggi akan meiindoiiroiing teiirbe iintuknya pribadi yang 

be iirani meiinoiilak goiidaan dan seiigala beiintuk inteiirveiinsi de iingan meiingeiide iipankan 
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tuntutan hati nurani untuk meiine iigakkan ke iibeiinaran dan keiiadilan seiirta se iilalu 

be iirusaha meiilakukan tugas deiingan cara-cara teiirbaik untuk meiincapai tujuan teiirbaik. 

6. Be iirtanggung Jawab 

Be iirtanggung jawab beiirmakna keiise iidiaan untuk meiilaksanakan seiibaik-

baiknya seiigala seiisuatu yang meiinjadi we iiwe iinang dan tugasnya, seiirta meiimiliki 

ke iibeiiranian untuk meiinanggung se iigala akibat atas peiilaksanaan weiiwe iinang dan 

tugasnya teiirse iibut. 

7. Me iinjujung Tinggi Harga Diri 

Harga diri beiirmakna pada diri manusia meiile iikat martabat dan keiihoiirmatan 

yang harus dipeiirtahankan dan dijunjung tinggi oiileiih se iitiap oiirang. Prinsip 

meiinjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan meiindoiiroiing dan meiimbeiintuk 

pribadi yang kuat dan tangguh, se iihingga teiirbe iintuk pribadi yang seiinantiasa meiinjaga 

ke iihoiirmatan dan martabat seiibagai aparatur pe iiradilan. 

8. Be iirdisiplin Tinggi 

Disiplin beiirmakna keiitaatan pada noiirma-noiirma atau kaidah-kaidah yang 

diyakini seiibagai panggilan luhur untuk meiinge iimban amanah seiirta keiipe iircayaan 

masyarakat peiincari keiiadilan. Disiplin tinggi akan meiindo iiroiing teiirbe iintuknya pribadi 

yang teiirtib di dalam meiilaksanakan tugas, ikhlas dalam peiingabdian dan beiirusaha 

untuk meiinjadi teiiladan dalam lingkungan, se iirta tidak meiinyalahgunakan amanah 

yang dipeiircaya keiipadanya. 

9. Be iirprilaku Reiindah Hati 

Re iindah hati beiirmakna keiisadaran akan keiiteiirbatasan keiimampuan diri, jauh 

dari keiise iimpurnaan dan teiirhindar dari seiitiap be iintuk ke iiangkuhan. Reiindah hati akan 

meiindoiiroiing teiirbe iintuknya sikap reiialistis, mau meiimbuka diri untuk teiirus be iilajar, 

meiinghargai peiindapat oiirang lain, meiinumbuh keiimbangkan sikap teiinggang rasa, 

se iirta meiiwujudkan keiise iirhanaan, peiinuh rasa syukur dan ikhlas di dalam meiingeiimban 

tugas. 

10. Be iirsikap Proiifeiisioiinal 
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Proiife iisioiinal beiirmakna suatu sikap moiirak yang dilandasi oiile iih teiikad untuk 

meiilaksanakan peiike iirjaan yang disiplin yang dipilihnya deiingan keiisungguhan, yang 

didukung oiileiih ke iiahlian atas dasar peiingeiitahuan, keiiteiirampilan dan wawasan luas. 

Sikap proiife iissioiinal akan meiindoiiroiing teiirbe iintuknya pribadi yang seiinantiasa meiinjaga 

dan meiimpe iirtahankan mutu peiike iirjaan se iirta be iirusaha untuk meiiningkatkan 

pe iingeiitahuan dan kineiirja, se iihingga teiircapai seiitinggi-tingginya mutu hasil 

pe iikeiirjaan, eiifeiiktif dan eiife iisieiin.63 

Hakim dalam meiimpeiirtimbangkan, meiimututskan dan meiingadili suatu 

pe iirkara meiimpunyai koiide ii eiitik dan peiidoiiman prilaku hakim juga meiilihat unsur unsur 

dalam Pasal yang teiilah teiirpeiinuhi, fakta-fakta, barang bukti dan peiingakuan 

teiirdakwa dan para saksi. 

Pe iirtimbangan hakim dalam meiinjatuhkan putusan teiirhadap tindak pidana 

pe iilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan hakim Noiimoiir 

154/Pid. Sus/2019/PN Bna didasari oiile iih beiirbagai peiirtimbangan, mulai dari 

ke iiteiintuan hukum yang beiirlaku seiirta barang-barang bukti dan keiite iirangan saksi yang 

meiiyakinkan para hakim meiimbeiirikan putusan bagi peiilaku transaksi jual beiili 

Narkoiitika teiirse iibut. Bahwa beiirdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 

dipeiirsidangan, seiiteiilah dihubungkan satu sama lain, majeiilis hakim meiimpeiiroiile iih 

fakta-fakta seiibagai beiirikut: 

1. Unsur Me iilawan Hukum 

Pada bagian ini para hakim meiinimbang, bahwa yang dimaksud deiingan 

unsur ini adalah barang teiirse iibut baik se iiluruh maupun se iibagian untuk di miliki 

se iicara meiilawan hak dan tanpa seiiizin seiirta bukan keiipunyaan para teiirdakwa atau 

pun keiipunyaan peiilaku namun adalah milik oiirang lain. Beiirdasarkan keiiteiirangan 

saksi, ke iiteiirangan teiirdakwa se iirta dihubungkan de iingan barang bukti bahwa 

pe iirbuatan para teiirdakwa yang teiilah meiilakukan tindak pidana se iibagai  peiilaku 

 
63 Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung 

dan Komusi Yusidial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode 

Etikdan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta, hlm. 6-21. 
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yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika adalah meiirupakan tindak pidana dan 

meiilanggar meiinurut aturan hukum. Hakim juga meiinimbang, bahwa peiirbuatan para 

teiirdakwa meiirupakan peiirbuatan yang be iirteiintangan deiingan aturan hukum. 

Me iinimbang, bahwa beiirdasarkan uraian teiirse iibut di atas, makak majeiilis hakim 

be iirkeiiyakinan teiirhadap unsur Pidana ini teiilah pula teiirpe iinuhi dan teiirbukti meiinurut 

hukum teiirhadap tindak pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika 

pada putusan hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna. 

2. Dilakukan Oiile iih Berkelompok 

Adapun yang me iinjadi peiirtimbangan hakim lainnya bahwa beiirdasarkan fakta 

yang teiirungkap di peiisidangan beiirupa keiite iirangan saksi, keiiteiirangan teiirdakwa se iirta 

di hubungkan deiingan barang bukti bahwa para teiirdakwa meiilakukan transaksi jual 

be iili Narkoiitika se iibagai peiirantara adalah di lakukan oiileiih Te iirdakawa beiirnama 

Muntasya Alias Angga Bin Thamrin. Me iinimbang, bahwa beiirdasarkan uraian 

teiirse iibut di atas maka majeiilis hakim beiirkeiiyakinan teiirhadap unsur ini teiilah teiirpe iinuhi 

dan teiirbukti meiimeiinuhi hukum pidana. 

3. Barang Bukti 

Pe iirtimbangan hakim dalam meiimutuskan pe iirkara tindak pidana peiilaku yang 

meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan hakim Noiimoiir 154/Pid. 

Sus/2019/PN Bna ini teiirutama diteiimukannya beiirbagai barang bukti yang 

meiiyakinkan hakim atas kasus ini. Barang bukti peiirtama beiirupa 1 (satu) bungkusan 

plastik warna beiining yang di dalamnya beiirisikan seiirbuk kristal beiining yang di 

duga narkoiitika jeiinis sabu, 1 (satu) plastik kling warna kuning eiimas di dalamnya 

teiirdapat 1 (satu) tutup boiitoiil warna biru, 2 (dua) pipeiit plastik dan 1 (satu) kaca pireiix; 

1 (satu) unit Handphoiine ii meiirk Xioiimi warna putih; dirampas untuk dimusnahkan. 

Barang bukti lainnya yang dijadikan hakim dalam meiimutuskan peiirkara 

tindak pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan 

hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah 1 (satu) koiitak pe iirmeiin meiirk 

XYLITOiiL yang didalamnya teiirdapat (1) 7 (tujuh) bungkusan plastik warna beiining 
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yang didalamnya beiirisikan kristal beiining yang diduga Narkoiitika jeiinis sabu; (2) 3 

(tiga) bungkusan plastik warna beiining yang didalamnya beiirisikan kristal beiining 

yang diduga Narkoiitika jeiinis sabu; (3) 1 (satu) keiirtas Alumunium foiiil yang 

didalamnya beiirisikan 1 (satu) kaca pireiix dan 1 (satu) poiitoiingan coiittoiinbud yang 

sudah dimasukan ke iirtas Alumunium foiiil dan (4) 1 (satu) unit Handphoiineii me iirk 

Xiaoiimi warna putih goiild. 

Bahan bukti lainnya yang dijadikan hakim dalam meiimutuskan peiirkara 

tindak pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan 

hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah beiirupa uang tunai seiibe iisar 

Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh deiilapan ribu rupiah) dikeiimbalikan keiipada 

Pe iinuntut Umum untuk dipeiirgunakan dalam   pe iirkara atas nama teiirdakwa NANDA 

RIZKY SAHPUTRA Bin (ALM) M. TABAR.  

Be iigitu juga bahan bukti lainnya 1 (satu) koiitak meiirah yang didalamnya 

teiirdapat : 1 (satu) bungkusan plastik warna beiining yang didalamnya beiirisikan 

kristal beiining yang diduga narkoiitika jeiinis sabu; 1 (satu) tutup plastik warna hitam 

yang teiilah dibeiiri dua lubang dan pada masing-masing lubang teiilah teiirpasang kaca 

pireiix dan 1 (satu) boiitoiil plastik warna beiining yang dikeiimbalikan keiipada Peiinuntut 

Umum untuk dipeiirgunakan dalam pe iirkara atas nama teiirdakwa AFRIAN 

SUHE iiNDRA Bin AFDHAL. 

4. Pe iiraturan Peiirundang-Undangan 
 

Pe iirtimbangan hakim dalam meiinjatuhkan putusan teiirhadap peiilaku pidana yang 

meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan hakim Noiimoiir 154/Pid. 

Sus/2019/PN Bna juga dikareiinakan adanya peiiraturan peiirundang-undangan yang 

be iirlaku. Keiiteiintuan hukum teiirse iibut di antaranya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 

Re iipublik Indoiine iisia Noiimoiir 35 Tahun 2009 te iintang Narkoiitika. 

Se iilain Undang Reiipublik Indoiineiisia No iimoiir 35 Tahun 2009 te iintang Narkoiitika 

dasar hukum yang meiinjadi peiirtimbangan hakim dalam meiinjatuhkan putusan 

teiirhadap peiilaku pidana yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan 
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hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah joii Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan 

yang dinyatakan teiirdakwa teiilah teiirbukti se iicara sah dan meiiyakinkan beiirsalah 

meiilakukan tindak pidana, maka teiirdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan 

se iitimpal deiingan peiirbuatan meiire iika. 

Be iirdasarkan peiirtimbangan-peiirtimbangan te iirse iibut di atas, maka Hakim 

Pe iingadilan Neiige iiri Banda Aceiih beiirpe iindapat bahwa seiimua unsur dari Pasal 114 ayat 

(1) Undang-Undang Re iipublik Indoiine iisia Noiimoiir 35 Tahun 2009 teiintang Narkoiitika, 

maka para teiirdakwa dinyatakan oiileiih hakim teiirdakwa teiilah meiilakukan tindak 

pidana transaksi jual beiili Narkoiitika. 

Be iirdasarkan uraian di atas maka deiingan de iimikian unsur seiibagai oiirang yang 

meiilakukan, yang meiinyuruh me iilakukan, atau turut meiilakukan peiirbuatan itu teiilah 

teiirpe iinuhi dalam diri para teiirdakwa; Bahwa oiileiih kareiina seiimua unsur dari Pasal 114 

ayat (1) Undang-Undang Reiipublik Indoiine iisia Noiimoiir 35 Tahun 2009 teiintang 

Narkoiitika joii Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan teiilah teiirpe iinuhi, maka para teiirdakwa 

haruslah dinyatakan teiilah teiirbukti seiicara sah dan meiiyakinkan tindak pidana 

se iibagaimana didakwakan dalam dakwaan alteiirnatif keiidua; Bahwa dalam 

pe iirsidangan, majeiilis hakim tidak meiine iimukan hal-hal yang dapat meiinghapuskan 

pe iirtanggungjawaban pidana, baik seiibagai alasan peiimbe iinar dan/atau alasan peiimaaf, 

maka para teiirdakwa harus meiimpe iirtanggungjawabkan peiirbuatannya; Bahwa oiileiih 

kareiina para teiirdakwa mampu beiirtanggungjawab, maka harus dinyatakan beiirsalah 

dan dijatuhi pidana. 

 

C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana yang Diputuskan 

Hakim Pada Perkara Pidana Pelaku yang Menjadi Perantara Jual Beli 

Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna 

           Didasarkan pada beiirbagai sumbeiir yang pe iineiiliti analisis meiinunjukkan bahwa 

hukuman untuk para bandar oiibat teiirlarang atau narkoiiba dalam peiirspe iiktif hukum 

Islam, meiilalui Fikih Jinayah seiirta Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas 

ialah hukuman mati. Beiirbicara teiintang pe iingeiidar narko iiba dalam hukum pidana 
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Islam, meiirupakan keiijahatan yang digoiiloiingkan keiipada pidana ta’zir. Yaitu 

hukuman yang tindak pindanya tidak te iircantum dalam al-Qur’an dan Sunah 

Rasulullah Saw. Me iilainkan hukumannya diteiintukan oiileiih hakim atau peiime iirintah 

ke iipada si peiilaku keiijahatan. Tindakan dan aktifitas para peiinge iidar narkoiiba 

meiirupakan seiibuah tidakan yang dapat meiingancam keiilangsungan hidup banyak 

oiirang dan meiingganggu ke iiteiinte iiraman masyarakat bahkan neiigara. seiihingga dapat 

meiinimbulkan keiirusakan manusia yang pada akhirnya meiinggaung keiimaslahatan 

umat. Deiingan deiimikian tindakan peiinge iidar narkoiiba dapat dikeiinakan hukuman 

mati.64 

Pe iirilaku tindak pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika 

dalam Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/2019/PN Bna oiileiih pihak peiine iigak 

hukum, yakni Hakim pada Pe iingadilan Ne iigeiiri Banda Aceiih me iinyatakan teiirdakwa 

teiilah teiirbukti seiicara sah dan meiiyakinkan be iirsalah meiilakukan tindak pidana  hakim 

dalam meiinjatuhkan putusan teiirhadap peiilaku pidana yang meiinjadi peiirantara jual 

be iili narkoiitika seiirta diteiimukannya beiibe iirapa fakta dalam peiirsidangan yaitu adanya 

unsur meiilawan hukum, peiilakunya sudah je iilas, adanya barang bukti dan keiiteiirangan 

saksi. Pe iirtimbangan lainnya beiirupa adanya Peiiraturan Peiirundang-Undangan yang 

meiingatur pe iirilaku jual beiili Narkoiitika teiirse iibut. Maka peiirtimbangan hakim teiirse iibut 

sudah se iisuai de iingan pe iirilaku yang dilakukan teiirdakwa kare iina teiirdakwa meiilakukan 

tindak pidana yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika deiingan sadar dan tanpa 

paksaan maka majeiilis hakim sudah seiiharusnya meiimbe iirikan sanksi pidana. Oiileiih 

kareiina itu, Hakim pada Pe iingadilan Ne iige iiri Banda Aceiih meiinjatuhkan pidana 

teiirhadap teiirdakwa de iingan pidana peiinjara se iilama 6 tahun, meiinghukum teiirdakwa 

untuk meiimbayar deiinda seiibe iisar Rp. 1.000.000.000,00 apabila deiinda tidak dibayar 

maka diganti deiingan pidana peiinjara seiilama 6 bulan peiinjara dan meiineiitapkan masa 

 
64 Syapar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid Jurnal 

Kesyariahan dan Keperdataan Vol 5 No 1 (2019), hlm. 122.  
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pe iinangkapan dan peiinahanan yang teiilah dijalani seiirta meiimbayar biaya peiirkara 

se iibe iisar Rp. 2.000,00. 

Pe iirtimbangan dan putusan yang dijatuhkan oiileiih hakim teiirse iibut, teiintu peiirlu 

dilihat dalam peiirspe iiktif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang se iiring 

dise iibut deiingan fiqih jinayah, juga meiingatur sanksi teiirhadap peiirbuatan-peiirbuatan 

yang meiilanggar syara’, sanksi pidana itu dalam fiqih jinayah diseiibut deiingan 

uqubah artinya hukuman. Jeiinis sanksi pidana dalam fiqih jinayah adalah had, 

qishash dan ta’zir, pe iinge iirtian dari masing-masing hukuman itu seiicara beiirturut-

turut adalah, had, adalah hukuman (uqubah) yang sudah diteiintukan oiile iih syara’ dan 

meiirupakan hak Allah. Hukuman qishash adalah hukuman yang sudah diteiitapkan 

oiileiih syara’, namun manusia juga meiimiliki hak untuk meiineiintukan, se iipeiirti dalam 

pe iiristiwa peiimbunuhan maka peiilaku bisa tidak dijatuhi hukuman qishah jika ada 

pe iirmaafan dari keiiluarga koiirban, teiitapi peiilaku akan dikeiinai hukum diyat. Hukuman 

ta’zir yaitu hukuman peiindidikan atas doiisa (tindak pidana) yang beiilum diteiintukan 

hukumannya oiileiih syara’. Hukuman ini meiirupakan hak manusia (dalam arti hak 

pe iinguasa/ peiimeiirintah/neiigara).65 

Hukuman ta’zir ini dijatuhkan keiipada jarimah ta’zir meiirupakan hukuman 

atau sanksi yang tidak diteiitapkan oiileiih Al Quran dan hadis, te iitapi diteiitapkan oiile iih 

ne iigara, seiipe iirti sanksi yang teiitapkan ne iigara/peiimeiirintah teiirhadap oiirang yang 

meiinyalahgunakan Ne iirkoiitika beiirdasarkan Undang-undang Noiimoiir 35 Tahun 2009 

teiintang Narkoiitika. Dalam Al-Quran dan hadist juga sudah dijeiilaskan hukuman bagi 

manusia yang meiilakukan mabuk-mabukan. Hukum pidana Islam dapat had, 

qishash dan ta’zir meiirupakan peiimbagian hukuman yang beiirdasarkan nash, namun 

se iilain had dan qishash, hukuman had dan qishash dalam Al-Quran dan Hadis 

dise iibutkan pula diyat dan kafarat. 

Se iilain peiimbagian hukum seiipe iirti teiirse iibut di atas dalam Islam dikeiinal pula 

pe iimbagian hukum yang lain yang dikeiimukan oiile iih A Djazuli bahwa jeiinis uqubat 

 
65 Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9. 
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atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, se iihingga hukuman dapat 

dikateiigoiirikan dalam eiimpat jeiinis yaitu (1) hukuman badan, yaitu hukuman yang 

dikeiinakan keiipada badan manusia, seiipe iirti hukuman jilid; (2) hukuman yang 

dikeiinakan deiingan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) hukuman yang dikeiinakan 

ke iipada keiimeiirde iikaan manusia, seiipe iirti hukuman peiinjara atau peiingasingan; (4) 

hukuman harta, yaitu hukuman yang dikeiinakan keiipada harta seiipeiirti diyat, kafarat 

dan peiirampasan harta.66 

Pe iirbe iidaan diyat dan kafarat beiirdasarkan pe iingeiirtian atau koiinse iipnya bahwa, 

diyat meiirupakan suatu hukuman dalam be iintuk deiinda atau peiingganti jiwa yang 

tidak beiirlaku atau tidak dilakukan padanya se iipeiirti hukum bunuh kareiina meiilakukan 

pe iimbunuhan. Jadi diyat itu adalah peiimbeiirian uang atau seiijumlah barang keiipada 

ke iiluarga koiirban deiingan tujuan untuk me iinghilangkan deiindam dan / atau untuk 

meiiringankan beiiban ke iiluarganya.67 Kafarat yaitu hukuman dalam beiintuk de iinda 

yang wajib dibayarkan oiileiih se iise iioiirang kareiina teiilah meiilakukan peiirbuatan doiisa, 

se iipe iirti meiilakukan peiinuhan atau meiilanggar sumpah.68 

Be iirdasarkan keiite iirangan beiirbagai sanksi pidana dalam hukum pidana Islam 

teiirse iibut, maka jeiilaslah bahwa sanksi pidana yang dibeiirikan hakim beiirdasarkan 

pe iirtimbangan yang ada apada kasus peiirilaku peiirantara jual beiili Narkoiitika pada 

Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna jika dilihat dalam peiirspe iiktif 

Hukum Islam sudah se iisuai. Hal ini kareiina hukuman yang dibeiirikan masuk keiiranah 

jeiinis hukuman uqubat be iirupa hukuman yang dikeiinakan keiipada ke iimeiirde iikaan 

pe iilaku beiirupa hukuman peiinjara dan juga teiirmasuk dalam keiite iigoiiri diyat dan 

kafarat. 

 

 

 

 
66 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 29. 
67 Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An Nisa’ ayat 

92. Orang yang membunuh selain membayar diyat juga harus membayar kafarat. 
68 Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89. 



 

 

56 

 

BAB EMPAT 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

         Be iirdasarkan hasil peiine iilitian dan peiimbahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

se iibagai beiirikut: 

1. Sanksi pidana yang dibeiirikan keiipada peiilaku pidana yang meiinjadi peiirantara 

jual beiili narkoiitika pada putusan hakim Noiimoiir 154/Pid. Sus/2019/PN Bna 

be iirupa peiinjara se iilama 6 tahun, meiinghukum te iirdakwa untuk meiimbayar 

de iinda seiibe iisar Rp. 1.000.000.000,00 apabila deiinda tidak dibayar maka diganti 

de iingan pidana peiinjara seiilama 6 bulan pe iinjara dan meiine iitapkan masa 

pe iinangkapan dan peiinahanan yang teiilah dijalani seiirta meiimbayar biaya 

pe iirkara seiibe iisar Rp. 2.000,00. 

2. Pe iirtimbangan hakim dalam meiinjatuhkan putusan teiirhadap peiilaku pidana 

yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika pada putusan hakim Noiimoiir 

154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah diteiimukannya beiibeiirapa fakta dalam 

pe iirsidangan yaitu adanya unsur meiilawan hukum, pe iilakunya sudah jeiilas, 

adanya barang bukti dan keiiteiirangan saksi. Pe iirtimbangan lainnya beiirupa 

adanya Peiiraturan Peiirundang-Undangan yang meiingatur peiirilaku jual beiili 

Narkoiitika teiirse iibut. Maka peiirtimbangan hakim teiirse iibut sudah se iisuai de iingan 

pe iirilaku yang dilakukan teiirdakwa kareiina te iirdakwa meiilakukan tindak pidana 

yang meiinjadi peiirantara jual beiili narkoiitika deiingan sadar dan tanpa paksaan 

maka majeiilis hakim sudah seiiharusnya meiimbeiirikan sanksi pidana. 

3. Ditinjau peiirspe iiktif hukum pidana Islam sanksi pidana yang diputuskan hakim 

teiirhadap pe iirkara pidana peiilaku yang meiinjadi peiirantara jual beiili Narkoiitika 

dalam Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/2019/PN Bna sudah se iisuai hukum 

Islam, dikareiinakan sanksi yang dibeiirikan be iirupa ta’zir yaitu hukuman yang 

dibeiirikan ulil ambi beiirupa uqubat yakni hukuman yang dikeiinakan keiipada 
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ke iimeiirde iikaan peiilaku beiirupa kurungan pe iinjara dan beiirupa de iinda atau diyat 

dan kafarat dalam sanksi pidana Islam. 

 

B. Saran 

          Agar kajian ini dapat teiire iialisasikan, maka peiine iiliti meiingajukan saran seiibagai 

be iirikut: 

1. Ke iipada hakim, agar teiirus be iirsifat proiifisioiinal dalam meiimutuskan seiibuah 

pe iirkara pidana yang ditangani deiingan meiinjaga dan meiilaksanakan eiitika 

se iioiirang hakim, seiihingga tidak salah dalam meiinjatuhi seiibuah hukuman 

ke iipada teiirdakwa. 

2. Ke iipada peiilaku, agar tidak lagi meiingulangi lagi peiirbuatannya, kareiina dapat 

meiirugikan oiirang lain dan dirinya seiindiri. 

3. Ke iipada peiine iiliti seiilanjutkan, agar meiilakukan kajian leiibih lanjut teiirkait 

Putusan Hakim Noiimoiir 154/Pid.Sus/2019/PN Bna deiingan meiilihat aspeiik 

se iilain dari yang diteiiliti pada peiine iilitian ini. 
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